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ABSTRAK 
 
Adelia Nur Ramadhani (E211 12 118), Pengaruh E-government Terhadap 
Disiplin Pegawai di Kantor Biro Bina Mental dan Spiritual Provinsi Sulawesi 
Selatan, XV+119 Halaman+51 Tabel+6 Gambar+4 Diagram+42 Daftar 
Pustaka (1998 – 2014)+ 20 lampiran 
 
Di Indonesia inisiatif kearah e-Government telah diperkenalkan sejak 
tahun 2001 yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan 
teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat 
proses demokrasi. Di Kantor Biro Bina Mental dan Spiritual Prov. Sulsel masih 
banyak pegawai yang melakukan pelanggaran terutama pada disiplin jam kerja. 
Oleh karena itu pemerintah menerapkan E-government dalam bentuk absensi 
Finger Print untuk mendisiplinkan pegawai. 
 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada 
pengaruh antara E-government terhadap disiplin pegawai di Kantor Biro Mental 
dan Spiritual Prov. Sulsel. penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif . 
Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, observasi, dan 
studi dokumen yang dilakukan sekitar 1 bulan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan e-government 
terhadap disiplin pegawai semakin membaik, yang di mana analisis  e-
government sebanyak 98,2 persen atau bisa dikatakan sangat baik, analisis 
disiplin pegawai sebanyak 96,8 persen atau sangat baik. Tetapi, besarnya 
pengaruh e-government terhadap disiplin pegawai hasilnya belum cukup baik, 
hal ini dikarenakan banyak hal lain yang mempengaruhi disiplin pegawai di 
kantor Biro Bina Mental dan Spiritual Prov. Sulsel. 
 
Kata Kunci : E-government, Disiplin Pegawai, Kantor Biro Bina Mental Prov. 
Sulsel. 
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ABSTRACT 
 
Adelia Nur Ramadhani (E211 12 118), The Effect of E-government to 
Dicipline an Employee In The Office of The Building Mental and Spiritual 
South Sulawesi Province, XV+119 Page+51 Tables+6 pictures+4 
Diagram+42 Literature (1998 – 2014)+ 20 Attachment 
 
 In Indonesia towards e-Government initiatives have been introduced 
since 2001 which states that government officials should use telematics 
technology to support good governance and accelerate the democratic process. 
In the Office of Mental and Spiritual Development Bureau Prov. South Sulawesi, 
there are many employees who violate discipline mainly on working hours. 
Therefore, the government implementing E-government in the form of absentee 
Finger Print to discipline employees. 
 
 In general, this study aimed to see whether there is influence between 
the E-government to discipline an employee in the Office of the Bureau of Mental 
and Spiritual Prov. South. This research uses quantitative research. The data 
collection used were questionnaires, observation and study of the document is 
performed for about 1 month. 
 
 The results showed that the implementation of e-government towards 
improving employee discipline, which is where the analysis of e-government as 
much as 98.2 percent or can be said to be very good, the analysis of employee 
discipline as much as 96.8 percent or excellent. However, the effect of e-
government to discipline the results are not good enough, this is because a lot of 
other things that affect the discipline of an employee in the office of Mental and 
Spiritual Development  
 
Keywords : E-government, Employee Discipline, Office of Mental and 
Spiritual Development Prov. South Sulawesi. 
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1. Latar Belakang 
Pasca era reformasi, telah banyak ragam pembaharuan di dalam 
manajemen sistem pemerintah untuk memperkuat pemaknaan desentralisasi. 
Pemaknaan pembaharuan dalam tata kelola pemerintahan menuju pada good 
governace telah diupayakan dan dikonstruksikan agar dapat menjangkau semua 
institusi pengelola baik ditingkat pusat, maupun daerah yang menyangkut semua 
aktivitas yang dikerjakan, mulai dari sistem perencanaan, pengorganisasian, 
implementasi dan pengawasan.  
Perkembangan peradaban manusia pada dasarnya merupakan pengaruh 
perkembangan teknologi. Dengan kata lain, perkembangan teknologilah yang 
mendorong kemajuan peradaban umat manusia. Tentu saja selain faktor 
teknologi masih ada banyak faktor yang mendorong kemajuan peradaban, di 
antaranya kemajuan di bidang ekonomi, kedokteran, kesusasteraan dan 
sebagainya. Akan tetapi, dari sekian banyak faktor tersebut, yang menjadi faktor 
dominan ialah kemajuan teknologi. Dalam kemajuan teknologi terdapat 
perangkat komputer yang terdiri atas perangkat keras, yaitu mesin komputer, dan 
perangkat lunak, yaitu program yang mengolahnya. Penggabungan antara 
teknologi komputer dengan teknologi telekomunikasi menghasilkan sistem 
jaringan komputer. Oleh karena pengaruh teknologi komputer inilah maka  
teknologi komunikasi mulai bergerak ke arah teknologi digital.  
Di Indonesia inisiatif kearah e-Government telah diperkenalkan sejak 
tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika 
(Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat 
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pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung 
good governance dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian keluarnya 
Instruksi Presiden RI NO. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengembangan e-Government merupakan bukti keseriusan pemerintah 
Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui electronic government 
itu sendiri. 
Sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka 
di bidang pemerintah sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali. 
Salah satu perubahan itu ialah diwujudkannya tata kepemerintahan yang 
demokratis dan baik (democratic and good governace). Upaya mewujudkan 
sistem pemerintahan yang demokratis, bersih, dan beribawa selalu menjadi 
obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Peristiwa 
dramatis yang membawa kondisi perekonomian kita terpuruk sehingga agak sulit 
bangkit kembali, merupakan tonggak kesadaran bagi kita semua untuk kembali 
menata sistem pemerintahan yang baik. Salah satu unsur penyelenggaraan 
pemerintahan yang perlu memperoleh perhatian dalam upaya reformasi itu ialah 
penataan aparatur pemerintah yang meliputi penataan kelembagaan birokrasi 
pemerintahan, sistem, dan penataan manajemen sumber daya pegawai. 
Dalam birokrasi juga terdapat suatu sistem kerja yang berdasarkan atas 
tata hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan secara langsung mengenai 
persoalan yang formil menurut prosedur yang berlaku dan tidak adanya rasa 
sentimen tanpa emosi atau pilih kasih, tanpa pamrih dan prasangka. Adapun ciri-
ciri birokrasi, yaitu adanya pelaksanaan prinsip-prinsip organisasi dengan 
sepenuhnya, adanya peraturan yang benar-benar ditaati, para pejabat bekerja 
dengan penuh perhatian menurut kemampuan masing-masing, para pejabat 
terikat oleh disiplin, para pejabat diangkat berdasarkan syarat-syarat teknis 
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berdasarkan peraturan, dan adanya pemisahan yang tegas antara urusan dinas 
dan urusan pribadi. 
Dalam peraturan pemerintah No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa 
Koprs dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berisi tentang Aparatur Sipil 
Negara yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan 
memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung 
jawabnya sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat diperlukan 
pembinaan jiwa korps dan kode etik Aparatur Sipil Negara. Adapun Sistem 
Pemerintahan Indonesia yang dapat mengatur kinerja pegawai tersebut terutama 
mengenai kedisiplinan pegawai yaitu sekretaris daerah karena kedudukannya 
pembina Aparatur Sipil Negara. 
Untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja instansi pemerintah menuju 
kearah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintah yang baik, perlu 
adanya penyatuan pandangan bagi para pegawai pemerintah yang dapat 
digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas yang baik 
diseluruh bidang tugas dan unit organisasi instansi pemerintah. Selain itu juga, 
salah satu hal untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pegawai yaitu 
pendisiplinan pegawai. Pendisiplinan adalah sebuah usaha untuk menanamkan 
nilai atau pemaksanaan agar pegawai tersebut menaati sebuah peraturan. 
Sedangkan Aparatur Sipil Negara adalah kesanggupan Aparatur Sipil Negara 
untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan dan akan menerima sanksi/hukuman apabila 
tidak ditaati atau dilanggar. 
Di Kantor Biro Mental dan Spiritual Provinsi Sulawesi Selatan masih 
banyak pegawai yang melakukan pelanggaran terutama pada disiplin jam kerja, 
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padahal sejak tahun 2012 Kantor Biro Mental dan Spiritual Provinsi Sulawesi 
Selatan telah menerapkan e-Government dalam program absensi pegawai 
sistem pindai sidik jari (Finger Print) akan tetapi kurang berjalan efektif sehingga 
masih banyak pegawai tidak disiplin jam kerjanya. Padahal dengan adanya 
absensi Finger Print harusnya pegawai bisa termotivasi untuk datang tidak 
terlambat dan lebih rajin ke kantor karena absensi Finger Print tidak dapat 
dimanipulasi kehadirannya. Penerapan e-Government dalam program absensi 
Finger Print menjadi dasar efisiensi dalam penggunaan sistem identifikasi sidik 
jari, alat ini mendorong perusahaan atau instansi untuk menghemat waktu, 
tenaga, sekaligus menjamin keamanan. Absensi sidik jari ini tidak dapat di 
manipulasi karena absensi ini hanya bisa menggunakan sidik jari dari pemilik 
nama yang ada dalam absen, karena seperti yang kita ketahui absen merupakan 
salah satu faktor penting untuk mengetahui sejauh mana seseorang rajin dalam 
menjalankan kewajibannya untuk mengerjakan tugas yang dibebankan. Dengan 
demikian, bukti kehadiran pegawai (absensi) dapat melalui penerapan e-
Government melalui program absensi Finger Print ini. 
E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan 
telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta 
memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. 
Untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat tentunya 
harus dengan memberikan kinerja yang terbaik, efisien dan efektif dalam bekerja. 
Dalam kinerja yang efisien dan efektif tentunya aparatur sipil negara harus 
memperhatikan kedisiplinan dalam bekerja, karena bagaimana pun kedisiplinan 
harus diperhatkan dalam instansi pemerintahan. Untuk membuat kedisiplinan 
aparatur negara makin baik e-Government membuat program berupa absensi 
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sidik jari (Finger Print). Hal ini tentu akan membuat pegawai makin disiplin dalam 
bekerja dan datang kantor sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  
Tetapi setelah di terapkan absensi Finger Print ini ternyata, masih banyak 
pegawai yang melakukan pelanggaran jam kerja terutama datang terlambat 
sudah menjadi kebiasaan pegawai dan belum adanya sanksi tegas yang di 
berikan hanya berupa teguran lisan kepada pegawai tersebut. Sedangkan untuk 
pegawai yang melakukan pelanggaran lain akan diberi sanksi sesuai Peraturan 
Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
Penerapan e-Government di Kantor Biro Mental dan Spiritual Prov. 
Sulawesi Selatan untuk dijalankan sesuai dengan harapan undang-undang 
namun belum melekat adanya korelasi antara e-Government dengan kedisiplinan 
pegawai, karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan e-
Government yang berbentuk absensi Finger Print di kantor Mensprit Prov. 
Sulawesi Selatan agar dapat meningkatkan kedisiplinan para Pegawai Negeri 
Sipil yang telah di terapkan kantor tersebut pada Januari tahun 2012. 
I.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana pelaksanaan E-Government di Kantor Biro Bina Mental dan 
Spiritual Prov. Sulawesi Selatan ? 
2. Bagaimana pelaksanaan Disiplin Pegawai di Kantor Biro Bina Mental dan 
Spiritual Prov. Sulawesi Selatan ? 
3. Seberapa besar pengaruh E-Government terhadap disiplin pegawai di 
Kantor Biro Mental dan Spiritual  Prov. Sulawesi Selatan ? 
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I.3. Tujuan Penelitian 
 Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:  
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan  e-Government di Kantor Biro 
Mental dan Spiritual Prov. Sulawesi Selatan. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan disiplin pegawai di Kantor 
Biro Bina Mental dan Spiritual Prov. Sulawesi Selatan. 
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh e-Government terhadap 
disiplin pegawai di Kantor Biro Mental dan Spiritual Prov. Sulawesi 
Selatan. 
I.4. Manfaat Penelitian 
 Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Akademik 
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian 
yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori yang 
di dapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai 
Pengaruh e-Government terhadap disiplin pegawai di Kantor Biro Mental 
dan Spiritual Prov. Sulawesi Selatan. 
2. Praktis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan 
guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan 
disiplin pegawai, sehingga para pegawai dapat meningkatkan kinerja 
di Kantor Mensprit Prov. Sulawesi Selatan . 
b. Dan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
informasi kepada masyarakat mengenai disiplin pegawai di Kantor 
Biro Mental dan Spiritual Prov. Sulawesi Selatan 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1. Konsep e-Government 
E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan 
telekomunikasi di lingkungan pemerintah. Pada umumnya digunakan untuk 
administrasi pemerintahan agar lebih efektif dan efisien, serta memberikan 
pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua 
organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan e-Government 
ini.  
E-government dapat digolongkan dalam empat tingkatan. Tingkat 
pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. Tingkat 
kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melalui e-
mail. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi 
dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi 
di seluruh kantor pemerintahan, dimana masyarakat dapat melakukan transaksi 
dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data 
base bersama. Dari beberapa golongan yang telah disebutkan di atas dapat 
disimpulkan dari pengertian Bank Dunia yang mengatakan bahwa : 
E-Government refers to the use by government agencies of information 
technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile 
computing) that have the ability to transform relations with citizens, 
businesses, and other arms of government.  (Modul mata kuliah Electronic 
Government Unhas) 
Menurut UNDP (United Nation Development Programme) (dalam Indrajit 
2006:2) E-Government is the applicaton of Information and Communicat-ion 
Technology (ICT) by government agencies. 
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Janet Caldow, Direktur dari Institute for Electronic Government (IBM 
Corporation) (dalam Indrajit 2006:3) memberikan sebuah definisi yang menarik, 
yaitu Electronic government is nothing short of a fundamental transformation of 
government and governance at scale we have not witnessed since the beginning 
of the industrial era. 
Sedangkan definisi formal dari Pemerintah Republik Indonesia, 
sebagaimana daiatur oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Keminfo) 
adalah pelayanan publik yang di selenggarakan melalui situs pemerintah dimana 
domain yang digunakan juga menunjukkan domain Pemerintah Indonesia yakni 
go.id. Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategis 
Pengembangan e-Government menjelaskan bahwa pengembangan e-
Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan 
kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka 
meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.  
Dari semua uraian tentang definisi di atas memberikan pengertian bahwa 
e-Government adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dan 
pihak luar dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dan 
memenuhi ekspetasi masyarakat akan peningkatan kualitan pemerintahan. 
II.1.1. Manfaat e-Government 
Tanpa mengecilkan arti dari dan definisi yang telah dipaparkan 
sebelumnya, setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi 
e-Government, yaitu masing-masing adalah: 
1 Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antar pemerintah 
dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); 
2 Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); 
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3 Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan selama berjalan. 
Secara jelas dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan 
konsep e-government, yaitu Amerika dan Inggris melalui Al-Gore dan Tony Blair 
(dalam Indrajit 2006:4), telah secara jelas dan terperinci menggambarkan 
manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-government bagi suatu 
negara, antara lain: 
1 Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya 
(masyarakat, kalangan bisnis, industry) terutama dalam hal kinerja 
efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara; 
2 Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan 
pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate 
Governance; 
3 Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi 
yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdenya untuk keperluan 
aktivitas sehari-hari; 
4 Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber 
pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihajk yang 
berkepentingan; dan 
5 Menciptakan lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat 
menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai 
perubahan global dan trend yang ada; serta 
6 Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra 
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara 
nerata dan demokratis. 
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Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa implementasi 
e-Government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kulitas kehidupa 
masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. 
Oleh karena itu, implementasinya di suatu negara tidak dapat ditunda-tunda, 
harus pula dilaksanakan secara serius, dibawah suatu kepemimpinan dan 
kerangka pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan 
memberikan/mendatangkan keunggulan kompetitif secara rasional. 
II.1.2. Pemicu Utama e-Government 
Dilihat dari sejarahnya, konsep e-Government berkembang karena 
adanya 3 (tiga) pemicu (drivers) utama, yaitu: 
1. Era globalisasi yang data lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat 
isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, 
korupsi, civil society, good corporate governance, perdagangan bebas, pasar 
terbuka, dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan 
oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin diasingkan dari 
pergaulan dunia. Dalam format ini pemerintah harus mengadakan reposisi 
terhadap peranannya di dalam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan 
fokus terhadap kebutuhan dalam negeri, menjadi lebih berorientasi kepada 
eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan 
negaranya di dalam sebuah pergaulan global. Jika dahulu di dalam sebuah 
negara kekuasaan lebih berpusat pada sisi pemerintahan (supply side), maka 
saat ini bergeser kearah masyarakat (demand side), sehingga tuntutan 
masyarakat terhadap kinerja pemerintahnya menjadi semakin tinggi (karena 
untuk dapat bergaul dengan mudah dan efektif dengan masyarakat negara 
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lain, masyarakat di sebuah negara harus memiliki sebuah lingkungan yang 
kondusif – dimana hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah). 
2. Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi 
sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat 
diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke 
seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. 
Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai negara di dunia dapat saling 
berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikegendaki tanpa 
dibutuhkan perantara (mediasi) apapun. Tentu saja buah dari teknologi ini 
akan sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di masa modern harus 
bersikap dalam melayani masyarakatnya, karena banyak aspek-aspek dan 
fungsi-fungsi pemerintah konvensional yang secara tidak langsung telah 
diambil alih oleh masyarakatnya sendiri (masalah pers, sosial, agama, 
pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya) karena adanya teknologi ini. 
Inilah alasan lain mengapa pemerintah dipaksa untuk mulai mengkaji 
fenomena yang ada agar yang bersangkutan dapat secara benar dan efektif 
mereposisikan peranan dirinya. 
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari 
semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan 
ekonominya. Keintiman antara masyarakat (sebagai pelanggan) dengan 
pelaku ekonomi (pedagang, investor, perusahaan, dan lainlain) telah 
membuat terbentuknya sebuah standard pelayanan yang semakin membaik 
dari waktu ke waktu. Percepatan peningkatan kinerja di sektor swasta ini 
tidak diikuti dengan percepatan yang sama di sektor publik, sehingga 
masyarakat dapat melihat adanya kepincangan dalam standard kualitas 
pemberian pelayanan. Dengan kata lain, secara tidak langsung tuntutan 
masyarakat agar pemerintah meningkatkan kinerjanya semakin tinggi; 
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bahkan jika terbukti tejadinya penyimpangan-penyimpangan dalam 
pengelolaan uang rakyat, masyarakat tidak segan-segan untuk mengevaluasi 
kinerja pemerintah melalui demonstrasi atau jalur-jalur lainnya. 
Indrajit (2006) mengemukakan bahwa dalam penerapan E-Government 
terdapat indikator-indikator yang penting, berkaitan dengan berbagai infrastruktur 
serta strategi pendukungnya, dimana penerapan E-Government ini meliputi:  
1.  Data infrastruktur, meliputi manajemen sistem, dokumentasi, dan proses 
kerja di tempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data yang 
berfungsi mendukung penerapan E-Government.  
2. Infrastruktur legal, hukum dan peraturan termasuk berbagai perizinan 
untuk mendukung menuju E-Government.  
3. Infrastruktur institusional, diwujudkan dengan institusi pemerintah secara 
sadar dan eksis melakukan dan memfokuskan tujuannya dalam 
penerapan E-Government.  
4. Infrastruktur manusia, sumber daya manusia yang handal merupakan hal 
pokok yang harus dipersiapkan dalam penerapan E-Government.  
5. Infrastuktur teknologi, penerapan E-Government banyak bertumpu pada 
adanya infrastruktur teknologi yang memadai.  
6. Strategi pemikiran pemimpin, penerapan E-Government sangat 
membutuhkan pemimpin yang membawa visi E-Government dalam 
agendanya dan memiliki strategi pemikiran untuk mewujudkannya.  
 
II.1.3. Klasifikasie-Government 
1. Government to Citizens (G2C) 
Tipe G-to-C ini merupakan apklikasi e-Government yang paling umum, 
yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio 
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teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan 
interaksi dengan masyarakat (rakyat). 
Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi e-Government 
bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rrakyatnya 
melalui kanla-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan 
mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan 
pelayanan sehari-hari. 
2. Government to Business (G2B) 
Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk 
sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah 
negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas 
sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan 
banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping 
itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga 
kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya 
sebagai sebuah/entity berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik 
antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk 
memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, 
namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika 
terjadi relasi interaksi yanag baik dan efektif dengan industry swasta. 
3. Government to Governments (G2G) 
Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara 
untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan 
untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya 
tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun 
lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama 
antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) 
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dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, 
proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain 
sebagainya.  
4. Government to Employess (G2E) 
Pada akhirnya, aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk 
meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan 
pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. 
 
II.1.4. Jenis-jenis Pelayanan pada e-Government 
 Dalam implementasinya, dapat dilihat sedemikian beragam tipe 
pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui e-
Government. salah satu cara mengkategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut 
adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama: 
1 Aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi 
sebuah aplikasi e-Government yang ingin dibangun dan diterapkan; dan  
2 Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan 
besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya. 
Berdasarkan dua aspek di atas, maka jenis-jenis proyek e-government 
dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu: Publish, Interact, dan transact. 
1 Publish 
Jenis ini merupakan implementasi e-Government yang termudah karena 
selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu 
melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. 
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Di dalam kelas Publish ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu 
arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang 
dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan 
pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet. 
2. Interact 
Berbeda dengan kelas Publish yang sifatnya pasif,  pada kelas Interact 
telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang 
berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Yang pertama 
adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi 
mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik (pada kelas 
publish, user hanya dapat mengikuti link saja). Yang kedua adalah melakukan 
diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepntingan, baik secara langsung 
(seperti chatting, tele-conference, web-TV, dan lain sebagainya) maupun tidak 
langsung (melalui email, frequent ask questions, newsletter, mailing list, dan lain 
sebagainya). 
3. Transact  
Yang terjadi pada kelas ini adalah interkasi dua arah seperti pada kelas 
Interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan 
perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat 
harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra 
kerjanya). Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya 
karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat 
dilakukan secara aman dan hak-hak privasi berbagai pihak yang bertransaksi 
terlindungi dengan baik. 
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II.2. Konsep Disiplin Pegawai 
II.2.1. Pengertian Disiplin 
 Keith Davis (1985:366) mengemukakan bahwa “Dicipline is management 
action to enforce organization standards”. Keith Davis berpandangan bahwa 
disiplin kerja diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh 
pedoman-pedoman organisasi. Sementara itu, Cascio (1992:512) menyatakan  
”Employee discipline is the final area of contract administration  that we 
shall consider. Trifically the “management rights” clause of the collective 
bargaining agreement retains for management the authority to impose 
reasonable rules for workplace conduct and to discipline employees for just 
cause.”  
 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa 
disiplin berarti taat dan patuh terhadap aturan atau norma. Disiplin adalah 
kemampuan menyatukan pola pikir dan perilaku dalam kehidupan. Disiplin 
merupakan modal utama untuk mencapai tujuan seseorang baik untuk diri sendiri 
maupun dalam kelompok organisasi.  
Dalam Acuan tentang Gerakan Disiplin Nasional dijelaskan mengenai 
pengertian disiplin sebagai berikut: 
1 Disiplin adalah ketaatan terhadap peraturan dan norma-norma kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlaku, yang 
dilaksanakan secara sadar dan ikhlas lahir dan batin sehingga timbul rasa 
malu terkena sanksi dan rasa takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 
2 Disiplin di satu sisi adalah sikap hidup dan perilaku yang mencerminkan  
“Tanggung jawab” terhadap kehidupan “Tanpa paksaan” dari luar. Sikap 
dan perilaku ini dianut berdasarkan keyakinan bahwa hal itulah yang 
benar, dan keinsyafan bahwa hal itu bermanfaat bagi diri sendiri dan 
masyarakat; 
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3 Disiplin Nasional adalah sikap mental seluruh warga dari suatu bangsa 
yang tercermin dalam perbuatan dan perilaku pribadi/kelompok, berupa 
kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum dan norma kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlaku, yang dilakukan 
secara sadar dan ikhlas baik lahir maupun batin, sehingga tumbuh 
keyakinan bahwa tujuan nasional hanya dapat dicapai melalui disiplin 
nasional. 
Disiplin di lingkungan kerja sangat dibutuhkan, karena akan menghambat 
pencapaian tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu, pegawai dengan disiplin 
kerja yang baik, berarti akan dicapai pula suatu keuntungan yang berguna baik 
bagi organisasi maupun pegawai itu sendiri. Selain itu, harus mengusahakan 
agar peraturan itu bersifat jelas, mudah dimengerti, adil bagi seluruh karyawan 
dan pimpinan. Disiplin pegawai dalam manajemen sumberdaya manusia 
berangkat dari pandangan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, luput dari 
kekhilafan dan kesalahan. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu memiliki 
berbagai ketentuan yang harus ditaati oleh para anggotanya, standar yang harus 
dipenuhi. Dengan kata lain disiplin pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang 
berusaha bekerja secara kooperatif dengan para karyawan yang lain serta 
meningkatkan prestasi kerjanya. Menurut Siagian (2008: 304) dikatakan bahwa 
terdapat dua jenis disiplin dalam organisasi, yaitu yang bersifat preventif dan 
korektif. 
1 Pendisiplinan Preventif 
Pendisiplinan yang bersifat preventif adalah tindakan yang 
mendorong para karyawan untuk taat kepada berbagai ketentuan 
yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Artinya 
melalui kejelasan dan penjelasan tentang pola sikap, tindakan dan 
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perilaku yang diinginkan dari setiap anggota organisasi diusahakan 
pencegahan jangan sampai para karyawan berperilaku negatif. 
2 Pendisiplinan Korektif 
Jika ada karyawan yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran 
atas ketentuan-ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar 
yang telah ditetapkan, kepadanya dikenakan sanksi disipliner. Berat 
atau ringannya suatu sanksi tentunya tergantung pada bobot 
pelanggaran yang telah terjadi. Artinya pengenaan sanksi diprakarsai 
oleh atasan langsung karyawan yang bersangkutan, diteruskan 
kepada pimpinan yang lebih tinggi dan keputusan akhir pengenaan 
sanksi tersebut diambil oleh pejabat pimpinan yang memang 
berwenang untuk itu. (unila.ac.id di akses pada tanggal 1 Oktober 
2015 pukul 14.00). 
 
II.2.2. Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
Pegawai adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau perusahaan 
dan sebagainya. Kepegawaian adalah sifat-sifat mengenai pegawai yakni segala 
sesuatu yang mengenai pegawai. Sumber daya manusia yang disebut disini 
salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil, yaitu Warga Negara Republik 
Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat 
yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas lainnya. 
Pegawai Negeri Sipil memiliki kedudukan yang sangat penting dan menentukan, 
di karenakan Pegawai Negeri Sipil adalah Aparatur Negara, Abdi Negara dan 
Abdi Masyarakat serta pelaksana pemerintah dalam menyelenggarakan 
pemerintahan dan pembangunan sebagai usaha mewujudkan tujuan nasional. 
Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional 
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tergantung dari kemampuan Aparatur Negara dan kesempurnaan Pegawai 
Negeri Sipil. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 pasal 1 bahwa 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk 
menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan 
perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati 
atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin dan Pelanggaran disiplin adalah setiap 
ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau 
melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yangdilakukan di dalam 
maupun di luar jam kerja. 
 
II.2.3. Indikator Disiplin Pegawai 
Menurut Alfred R. Lateiner (dalam Soejono 1983: 72), umumnya disiplin 
kerja dapat diukur dari 3 indikator yaitu :  
1. Disiplin waktu  
Disiplin waktu disini diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang 
menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja yang meliputi : 
kehadiran dan kepatuhan pegawai pada jam kerja, pegawai 
melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan benar. 
2. Disiplin peraturan dan berpakaian 
Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat 
agar tujuan suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Untuk itu 
dibutuhkan sikap setia dari pegawai terhadap komitmen yang 
telah ditetapkan tersebut. Kesetiaan disini berarti taat dan patuh 
dalam melaksanakan perintah dari atasan dan peraturan, tata 
tertib yang telah ditetapkan, serta ketaatan pegawai dalam 
 
 
21 
 
menggunakan kelengkapan pakaian seragam yang telah 
ditentukan organisasi atau lembaga. 
3. Disiplin tanggung jawab kerja 
salah satu wujud tanggung jawab pegawai adalah penggunaan 
dan pemeliharaan peralatan yang sebaik-baiknya sehingga dapat 
menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar. Serta adanya 
kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi 
tanggung jawabnya sebagai seorang pegawai. (id.scribd.com 
diakses pada tanggal 1 Oktober 2015 pukul 14.23) 
 
 Menurut Hasibuan (2002:197) pada dasarnya banyak yang 
mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai suatu organisasi, di antaranya : 
1. Tujuan dan Kemampuan 
Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta 
cukup menantang bagi kemampuan pegawai. Hal ini berarti bahwa tujuan 
(pekerjaan) yang dibebankan kepada pegawai harus sesuai dengan 
kemampuan pegawai bersangkutan, agar pegawai bekerja sungguh-
sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 
2. Teladan pimpinan 
Teladan pimpinan sangat berperan penting dalam menentukan 
kedisiplinan pegawai karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh 
para bawahannya. Pimpinan harus memberikan contoh yang baik, 
berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan. Dengan 
teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik. 
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3. Balas jasa  
Balas jasa sangat berperan penting untuk menciptakan kedisiplinan 
pegawai. Artinya semakin besar balas jasa semakin baik kedisiplinan 
pegawai, sebaliknya apabila balas jasa kecil  kedisiplinan pegawai 
menjadi rendah. Pegawai sulit berdisiplin baik selama kebutuhan-
kebutuhan primernya tidak terpenuhi. 
4. Keadilan  
Keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa 
(pengakuan) atau hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan 
pegawai yang baik. Pimpinan yang baik dalam memimpin selalu berusaha 
bersikap adil terhadap semua bawahannya. Jadi, keadilan harus 
diterapkan dengan baik pada setiap instansi supaya kedisiplinan pegawai 
organisasi baik pula. 
5. Pengawasan Melekat  
Pengawasan melekat adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam 
mewujudkan kedisiplinan pegawai. Dengan pengawasan melekat berarti 
atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah 
kerja, dan prestasi bawahannya. Hal ini berarti atasan harus selalu 
ada/hadir di tempat kerja agar dapat mengawasi dan memberikan 
petunjuk, ada bawahannya yang mengalami kesulitan dalam 
menyelesaikan pekerjaannya. 
6. Sanksi Hukuman 
Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan 
pegawai. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, pegawai akan 
semakin takut melanggar peraturan-peraturan instansi, sikap dan perilaku 
indisipliner pegawai akan berkurang. 
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Berat ringannya sanksi hukuman yang akan diterapkan ikut 
mempengaruhi baik-buruknya kedisiplinan pegawai. Sanksi harus 
ditetapkan berdasarkan pertimbangan logis, masuk akal, dan 
diinformasikan secara jelas kepada semua pegawai. Sanksi hukuman 
seharusnya tidak terlalu ringan atau terlalu berat supaya hukuman 
hendaknya cukup wajar untuk setiap tingkatan yang indisipliner, bersifat 
mendidik, dan menjadi alat motivasi untuk memelihara kedisiplinan dalam 
instansi. 
7. Ketegasan  
Ketegasan pimpinan menegur dan menghukum setiap pegawai yang 
indisipliner akan mewujudkan kedisiplinan yang baik pada instansi 
tersebut. 
8. Hubungan Kemanusiaan 
Pimpinan harus bersedia menciptakan suasana hubungan kemanusiaan 
yang serasi serta mengikat, vertikal maupun horizontal diantara semua 
pegawai. Terciptanya human relationship yang serasi akan mewujudkan 
lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. Hal ini akan memotivasi 
kedisiplinan yang baik pada instansi. Jadi, kedisiplinan pegawai akan 
tercipta apabila hubungan kemanusiaan dalam organisasi tersebut baik. 
 
II.2.4. Faktor-Faktor Disiplin Pegawai 
Faktor-faktor yang membentuk prilaku disiplin sangat dipengaruhi oleh 
keberadaan lingkungan organisasi tempat pegawai yang bersangkutan bekerja 
seperti ketersediaan aturan-aturan yang merupakan pedoman bagi seluruh 
pegawai yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan, adanya target-target 
tertentu yang harus dicapai oleh anggota organisasi sehingga menjadi motivasi 
bagai seseorang pegawai untuk mengejar target tersebut dan keberadaan 
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pimpinan organisasi baik seperti kemampuan memimpin, prilaku keteladanan, 
kemampuan dalam bidang pekerjaan yang diembannya dan lain-lain. Cascio 
(dalam Suradinata 1996:152) menguraikan faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap proses disiplin pegawai yaitu: 
1. Sikap dan orientasi pegawai terhadap pekerjaan 
2. Ukuran dalam organisasi 
3. Permintaan akan tenaga kerja 
4. Tingkat perpindahan pegawai 
5. Tipe kepemimpinan 
6. Kesatuan dan persatuan pegawai 
 
Sementara itu untuk mengukur disiplin kerja pegawai sebagaimana 
dikemukakan Lateiner dan Levine dilakukan melalui: 
1. Frekuensi kehadiran pegawai di kantor pada hari-hari kerja serta 
ketepatan jam masuk dan pulang. 
2. Tinggi rendahnya tingkat kewaspadaan dalam menggunakan bahan-
bahan dan alat-alat kantor. 
3. Tinggi rendahnya hasil kerja pegawai dilihat dari segi kualitas maupun 
kuantitas. 
4. Tinggi rendahnya tingkat ketaatan pegawai dalam mengikuti cara-cara 
bekerja yang ditentukan  
5. Tinggi rendahnya semangat pegawai dalam menyelesaikan tugas 
pekerjaannya. 
6. Frekuensi diadakannya ceramah-ceramah tentang etika 
kepegawaian. 
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Untuk mengukur disiplin atau tidaknya seseorang pegawai dapat dilihat 
dari tingkat kehadiran pegawai tersebut ke tempat bekerja, dari tingkat 
keterampilan penggunaan bahan-bahan kerja, dari tingkat hasil kerja baik dalam  
jumlah maupun kualitasnya, dari tingkat ketaatan terhadap cara cara atau 
prosedur kerja, dari tingkat kesemangatan dalam melaksanakan tugas pekerjaan 
serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mendisiplinkan  pegawai. 
 
II.2.5. Peraturan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai abdi negara dan masyarakat perlu 
mengacu pada peraturan prundang-undangan yang berlaku akan hal ini. Dalam 
hal Disiplin PNS, Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia mempunyai Peraturan 
Pemerintah (PP) No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil. Selama ini seluruh kewajiban dan larangan bagi PNS mengacu pada 
koridor-koridor pada Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tersebut. Pada 
tahun 2010, peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disempurnakan lagi 
dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2010 ini 
diberlakukan pada bulan Juni 2010 hingga saat ini, sehingga segala hal yang 
berhubungan dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengacunya pada peraturan 
tersebut. Jadi, bentuk disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil adalah yang mengacu 
pada Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 yang berisi 17 kewajiban dan 15 
larangan, sebagai penyempurnaan atas 26 kewajiban dan 18 larangan 
sebagaimana Pegawai Negeri Sipil pahami dulu dalam Peraturan Pemerintah 
sebelumnya (PP No.30 Tahun 1980). 
Pegawai Negeri Sipil dikatakan disiplin apabila melaksanakan kewajiban 
sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Pasal (3), berikut ini kewajiban Pegawai Negeri Sipil : 
1. Mengucapkan sumpah/janji PNS. 
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2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan. 
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Pemerintah; 
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan; 
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan 
penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; 
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, 
seseorang, dan/atau golongan; 
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut 
perintah harus dirahasiakan; 
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk 
kepentingan negara; 
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada 
hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah 
terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; 
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan 
sebaik-baiknya; 
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan 
karier; dan 
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan olehpejabat yang 
berwenang. 
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Perihal tidak masuk kerja, dipertegas dengan definisi tidak masuk kerja baik 
terus menerus maupun tidak menerus, dengan rincian sanksi sebagai berikut 
pada Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 : 
     Tabel 1.2 
Pelanggaran-Pelanggaran Sanksi Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah 
No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil   
 
No. 
 
Kategori Hukum 
Lama Tidak Masuk Kerja 
Tanpa Alasan Yang Sah 
Sanksi Menurut PP 
No.53 Tahun 2010 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
Hukuman Disiplin Ringan 
 
 
Hukuman Disiplin Sidang 
 
 
 
 
 
 
Hukuman Disiplin Berat 
5 hari 
6 -10 hari 
11 - 15 hari 
 
16 - 20 hari 
 
21 – 25 hari 
 
 
 
 
 
31 - 35 hari 
 
 
 
36 - 40 hari 
 
 
41 - 45 hari 
 
>46 hari 
Teguran lisan 
Teguran tertulis 
Pernyataan  tidak 
puas secara tertulis 
Penundaan kenaikan 
gaji berkala 
Penundaan kenaikan 
pangkat 
Penurunan pangkat 
setingkat lebih 
Rendah paling lama 
1 tahun 
Penurunan pangkat 
paling lama 3 tahun 
Pemindahan (mutasi) 
dalam rangka 
penurunan jabatan 
(eselon) setingkat 
lebih rendah 
Pembebasan dari 
jabatan 
Pemberhentian 
dengan hormat atau 
tidak dengan hormat 
(Sumber : PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). 
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Catatan : 
1. Penghitungan hari kerja selama hitungan masa tidak masuk kerja adalah 
secara kumulatif dan berkelanjutan (Januari s/d Desember dalam satu 
tahun) dengan penghitungan dikonvensi 1 hari kerja = 7,5 jam. 
2. PNS mempunyai hak untuk tidak masuk kerja paling lama 4 hari dalam 1 
tahun. 
3. Yang dimaksud tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah adalah alasan 
ketidak hadirannya tidak dapat diterima oleh akal sehat. 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 1 dijelaskan bahwa: 
a. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur 
kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau 
larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. 
b. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan 
Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin 
Pegawai Negeri  Sipil baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam 
kerja. 
c. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai 
Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Pegawai Negeri Sipil. 
 
Pada Pasal 2 dijelaskan : 
Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi calon PNS. 
Sedangkan pada Pasal 3 dijelaskan tentang : 
a. Menaati segala ketentuan peraturan perundang undangan. 
b. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS 
dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. 
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c. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk 
kepentingan negara. 
d. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. 
e. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. 
f. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang. 
 
II.3. Kerangka Pikir 
 Fokus kepada penelitian ini yang berjudul Pengaruh e-Government 
terhadap Disiplin Pegawai di Kantor Biro Mental dan Spiritual Prov. Sulsel. Dari 
beberapa indikator E-government antara lain : data infrastruktur, infrastruktur 
legal, infrastruktur institusional, infrastruktur manusia, infrastruktur teknologi dan 
strategi pemikiran pemimpin, apakah dari semua indikator tersebut dapat 
mempengaruhi beberapa indikator disiplin pegawai yang meliputi tujuan 
kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa, keadilan, pengawasan melekat, 
sanksi hukuman, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan. Disiplin pegawai 
dilihat sebagai hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang 
dalam suatu organisasi sesuai wewenang dan tanggung jawabnya untuk 
mencapai tujuan organisasi. Dalam penelitian ini, penulis ingin menekankan 
bahwa disiplin yang ada pada setiap pegawai pada dasarnya akan berbeda-beda 
tergantung sifat pegawai tersebut. Maka dari itu, untuk meningkatkan disiplin 
pegawai perlu adanya sanksi atau peraturan yang tegas. 
 Dalam hal ini, pengkajian tentang e-Government dalam penerapan 
absensi Finger Print, bahwa absensi Finger Print digunakan untuk meningkatkan 
disiplin pegawai. 
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 Berikut adalah kerangka berfikir dari Pengaruh e-Government terhadap 
Disiplin Pegawai di Kantor Biro Mental dan Spiritual Prov. Sulsel : 
 
Gambar 2.2 
Skema Kerangka Pikir 
  
 
 
 
 
 
Sumber : Indrajit (2002)   
           Sumber : Hasibuan (2002:197)  
        
II. 4. Hipotesis Penelitian 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan hipotesis hubungan (asosiatif), 
yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan suatu dugaan tentang hubungan 
antara dua variabel atau lebih. Yang dimana penulis memiliki hipotesis bahwa : 
Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara penerapan e-
government terhadap disiplin pegawai di kantor Biro Mental dan Spiritual 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
Variabel X 
E-Government 
Indikatornya, antara lain : 
1. Data Infrastruktur 
2. Infrastruktur Legal 
3. Infrastruktur Institusional 
4. Infrastruktur Manusia 
5. Infrastruktur Teknologi 
6. Strategi Pemikiran 
Pemimpin 
Variabel Y 
Disiplin Pegawai 
Indikatornya antara lain : 
1. Tujuan dan Kemampuan 
2. Teladan Pimpinan 
3. Balas Jasa 
4. Keadilan 
5. Pengawasan Melekat 
6. Sanksi Hukuman 
7. Ketegasan 
8. Hubungan Kemanusiaan 
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Selanjutnya hipotesis tersebut di uji secara statistik sehingga bentuknya 
menjadi : 
𝐻𝑎: 𝜌 ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara Pengaruh E-
government terhadap Disiplin Pegawai. 
𝐻0: 𝜌 = 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara 
Pengaruh E-government terhadap Disiplin Pegawai. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
III.1. Dasar Penelitian 
 Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada 
realitas/gejala/fenomena, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 
tertent, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 
bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan (Sugiyono, 2013:8-9). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
mengenai Pengaruh E-Government Terhadap Disiplin Pegawai di Kantor Biro 
Mental dan Spiritual Provinsi Sulawesi Selatan. 
III.2.Populasi 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Biro 
Mental dan Spiritual Prov. Sulsel yang berjumlah 35 orang, dengan rincian 
sebagai berikut : 
1. Golongan IV : 8 orang 
2. Golongan III : 21 orang 
3. Golongan II : 5 orang 
4. Golongan I : 1 orang 
III.3. Sampel 
 Adapun sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan 
Sampling Jenuh yang berjumlah 35 orang. Sampling jenuh adalah teknik 
penentuan sampel bila anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini 
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sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil atau penelitian yang ingin 
membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah sampilng 
jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel.  
III.4. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data melalui penelitian ini, adalah : 
1. Kuesioner 
Kuesioner  (Angket),  merupakan  suatu teknik pengumpulan informasi 
yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan 
karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh 
oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Dengan 
menggunakan kuesioner, analisis berupaya mengukur apa yang ditemukan 
dalam wawancara, selain itu juga untuk menentukan seberapa luas atau 
terbatasnya sentimen yang diekspresikan dalam suatu wawancara. 
Pedoman  untuk  pengukuran  semua variabel  di  kuesioner  adalah  
dengan menggunakan 5 point Skala Likert,  (Sugiyono,  2013:107),  dimana  jika  
terdapat  jawaban  dengan  bobot rendah maka diberikan skor 1 (satu) dan 
seterusnya sehingga jawaban yang berbobot tinggi diberi skor 5 (lima). Kategori 
dari masing -masing jawaban dengan suatu kriteria sebagai berikut: 
1. Kategori jawaban yang sangat setuju diberi skor 5 
2. Kategori jawanan yang setuju diberi skor 4 
3. Kategori jawaban yang cukup setuju diberi skor 3  
4. Kategori jawaban tidak setuju diberi skor 2 
5. Kategori jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1. 
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Untuk  mendapatkan  penilaian  kategori  yang  telah  ditetapkan,  maka  
selanjutnya tanggapan responden di susun ke dalam suatu tabulasi data 
kemudian diolah dan hasil dipresentasikan dalam sebuah tabulasi frekuensi yang 
didasarkan pada tabulasi data skor  jawaban  responden,  selanjutnya  data  hasil  
tabulasi  tersebut  digunakan  untuk mendeskripsikan  serta  menginterpretasikan  
tanggapan  dan  tingkat  persetujuan  atau penolakan  responden  terhadap  
masing-masing   variabel,  sub  variabel  atau  indikator penelitian. 
2. Observasi 
Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti 
mengamati fenomena yang  terjadi  di  lapangan  pada  saat  proses  penelitian  
sedang  berjalan. Pengamatan dilakukan dengan cara mengkaitkan dua hal yaitu 
informasi (apa yang terjadi) dengan konteks (hal-hal yang terjadi disekitarnya) 
sebagai proses pencarian makna. 
3. Studi Dokumen 
 Studi dokumen yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana 
dokumen-dokumen  yang  dianggap  menunjang  dan  relevan  dengan 
permasalahan  yang  akan  diteliti  baik  berupa  literatur,  laporan  tahunan,  
tabel, karya  tulis  ilmiah  maupun  dokumen  perarutan  pemerintah  dan  
undang-undang yang telah tersedia yang terkait dengan masalah yang akan 
diteliti. 
III.5. Definisi Operasional 
Untuk memberikan arah bagi pelaksanaan pengumpulan dan analisis 
data maka variabel/sub variabel penelitian ini diberikan definisi operasional 
sebagai berikut: 
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a. E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan 
telekomunikasi di lingkungan pemerintahan. Dimana terdapat 
indikatornya, yaitu : 
1. Data infrastruktur, meliputi manajemen sistem, dokumentasi, dan 
proses kerja di tempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data 
yang berfungsi mendukung penerapan E-Government.  
2. Infrastruktur legal, hukum dan peraturan termasuk berbagai perizinan 
untuk mendukung menuju E-Government.  
3. Infrastruktur institusional, diwujudkan dengan institusi pemerintah 
secara sadar dan eksis melakukan dan memfokuskan tujuannya 
dalam penerapan E-Government.  
4. Infrastruktur manusia, sumber daya manusia yang handal merupakan 
hal pokok yang harus dipersiapkan dalam penerapan E-Government. 
5. Infrastuktur teknologi, penerapan E-Government banyak bertumpu 
pada adanya infrastruktur teknologi yang memadai.  
6. Strategi pemikiran pemimpin, penerapan E-Government sangat 
membutuhkan pemimpin yang membawa visi E-Government dalam 
agendanya dan memiliki strategi pemikiran untuk mewujudkannya. 
b. Disiplin Pegawai  adalah orang yang bekerja pada pemerintah yang taat 
dan patuh terhadap aturan dan norma. Dimana terdapat indikatornya, 
yaitu : 
1. Tujuan dan Kemampuan, yaitu tujuan organisasi harus jelas dengan 
kemampuan pegawai bersangkutan agar pegawai bekerja sungguh-
sungguh dan disiplin. 
2. Teladan pimpinan, yaitu sangat berperan penting dalam kedisiplinan 
agar dapat memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. 
3. Balas jasa, yaitu adanya kompensasi dalam bentuk gaji dan intensif. 
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4. Keadilan, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua pegawai. 
5. Pengawasan Melekat, yaitu mengawasi perilaku, moral, sikap, kerja 
dan prestasi pegawai. 
6. Sanksi Hukuman, yaitu sebuah hukuman yang diberikan jika 
melanggar peraturan yang ada. 
7. Ketegasan, yaitu berani bertindak tegas memberikan hukuman 
kepada pegawai yang melanggar peraturan instansi. 
8. Hubungan Kemanusiaan, yaitu lingkungan dan suasana kerja yang 
harmonis. 
III.6. Teknik Pengolahan Data 
 Pengolahan data merupakan awal dari proses analisis data. Proses 
pengelolahan data merupakan tahapan dimana data dipersiapkan, 
diklasifikasikan, dan diformat menurut aturan tertentu untuk keperluan proses 
berikutnya yaitu analisis data. Data yang telah terkumpul diolah dengan melalui 
beberapa proses sebagai berikut : 
1. Coding, yaitu tahap mengklasifikasikan data berdasarkan kategori 
tertentu. 
2. Editing, yaitu tahap mengoreksi kesalahan yang ada pada data yang 
harus dilakukan secara berulang-ulang dan cermat. 
3. Tabulating, tahap penyusunan data berdasarkan jenis-jenis data, serta 
perhitungan kualitas dan frekuensi data yang disajikan dalam bentuk 
tabel-tabel. 
Dalam teknik pengolahan data, penulis menggunakan SPSS. SPSS adalah 
sebuah program komputer yang digunakan untuk membuat analisis statistika. 
SPSS merupakan salah satu program yang paling banyak digunakan untuk 
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menganalisis statistika. Seperti data yang akan diolah melalui beberapa proses 
yaitu, coding, editing dan tabulating. Dalam penghitungan tersebut agar data 
lebih akurat maka penulis menggunakan program SPSS untuk mengolah data. 
Seperti uji validitas dan reabilitas, penulis menggunakan program SPSS untuk 
menghitungnya.   
Setelah dilakukan Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen. Uji Validitas 
digunakan untuk sah dan valid tidaknya suatu kuesioner. Kevaliditasan instrumen 
menggambarkan bahwa suatu instrument benar-benar mampu mengukur 
variabel-variabel yang akana diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan 
tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran. Rumus uji validitas ini 
adalah : 
 
Dimana : 
r  = Koefisien korelasi Product Moment  
∑X  = Jumlah skor dalam sebaran X 
∑Y  = Jumlah skor dalam sebaran Y 
∑XY  = Jumlah hasil kali skor X dan Y yang berpasangan 
∑𝑋2 = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X 
∑𝑌2     = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y 
n = Jumlah sampel 
 
 Reliabilitas berasal dari kata dalam bahasa inggris ‘rely’, yang berarti 
percaya, dan reliable yang artinya dapat dipercaya. Dengan demikian reliabilitas 
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dapat diartikan sebagai keterpercayaan (Purwanto, 2007:161). Pengujian 
reliabilitas instrument dilakukan dengan internal konsistensi dengan 
menggunakan teknik Alpha Cronbach yaitu penghitungan yang dilakukan dengan 
menghitung rata-rata interkolerasi di antara butir-butir pertanyaan dalam 
kuesioner, variabel dikatakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0.30. dengan 
dilakukan uji relibilitas maka akan menghasilkan suatu instrumen yang benar-
benar tepat/akurat dan mantap. Apabila koefisien reliabilitas instrumen yang 
dihasilkan lebih besar berarti instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang cukup 
baik. 
 Rumus Alpha Cronbach adalah sebagai berikut :  
𝑟11  = [
𝑛
𝑛 − 1
] [1 −
∑𝑆𝑖
2
∑𝑆𝑡
2
] 
Dimana : 
n  = Jumlah butir  
𝑆𝑖
2  = Variasi butir 
𝑆𝑡
2  = Variasi total 
 
 Pada penelitian ini untuk melihat normalitas data yaitu antara data hasil 
observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Untuk mengetahui 
gambaran yang jelas tentang data hasil penelitian variabel X dan variabel Y, 
maka dilakukan perhitungan mean, median, dan modus serta normalitas guna 
menjaga ketepatan metode statistik yang digunakan, karena apabila data yang 
dihasilkan tidak normal maka statistik yang digunakan adalah statistic non 
parametrik sedangkan apabila data yang dihasilkan adalah normal maka statistik 
yang digunakan adalah statistik parametri.  
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III.7. Teknis Analisis Data 
 Teknik analisis adalah upaya peneliti untuk menyederhanakan dan 
menyajikan data dengan mengelompokkan dalam suatu bentuk yang berarti 
sehingga mudah dipahami dan diinterpretasi. Dalam hal ini peneliti dalam 
menganalisa dan menggunakan metode analisis data kuantitatif, yaitu suatu 
metode analisis data dengan menggunakan angka-angka pemecahan masalah 
dapat dihitung secara pasti dengan perhitungan matematis. 
 Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis 
asosiatif, yaitu dugaan adanya hubungan antar variabel dalam populasi, melalui 
data hubungan variabel dalam sampel. Langkah-langkah pembuktiannya sebagai 
berikut : 
III.7.1. Koefisien Korelasi 
 Koefisien korelasi menggambarkan apakah ada korelasi (hubungan) 
antara penerapan e-government dengan disiplin pegawai di kantor mensprit prov. 
Sulsel. Dalam penelitian ini koefisien korelasi yang digunakan adalah koefisien 
korelasi product moment, yaitu teknik korelasi digunakan untuk mencari 
hubungan dan membuktikan hubungan dua variabel bila data kedua variabel 
berbentuk interval atau ratio dan sumber data dari dua variabel atau lebih 
tersebut sama (Sugiyono, 2007:211). 
𝑟𝑥𝑦  = 
𝑛 ∑𝑋𝑖 𝑌𝑖− (∑𝑋𝑖)(∑𝑌𝑖)
√{𝑛∑𝑋𝑖
2−(∑𝑋𝑖)
2}{𝑛 ∑𝑌𝑡
2−(∑𝑌𝑖)
2}
 
Dimana : 
r = Koefisien korelasi Product Moment 
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∑X = Jumlah skor dalam sebaran X 
∑Y = Jumlah skor dalam sebaran Y 
∑XY = Jumlah hasil kali skor X dan Y yang berpasangan 
∑𝑋2     = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X 
∑𝑌2    = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y 
n         = Jumlah sampel 
 Jika r hitung > r tabel maka 𝐻0 ditolak, 𝐻𝑎 diterima artinya hipotesis yang 
menyatakan bahwa ada hubungan antara penerapan e-government dengan 
disiplin pegawai.Jika r hitung < r tabel maka 𝐻0 diterima, 𝐻𝑎 ditolak artinya 
hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara penerpan e-
government dengan disiplin pegawai. 
Tabel 
Pedoman untuk memberikan Interprestasi Koefisien Korelasi 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 Sangat Rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,000 Sangat Kuat 
 ( Sugiyono, 2013:214) 
III.7.2. Uji Koefisien Determinan 
 Uji koefisien determinan merupakan suatu pengujian yang digunakan 
untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel x (Penerapan e-
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government) dengan variabel y (disiplin pegawai), dengan cara menggunakan 
koefisien yang ditentukan , sebagai mana rumus dibawah ini : 
Rumus : 
  Cd  =𝑟2 x 100% 
  (Sarwono, 2006:159) 
 
Dimana : 
Cd = Koefisien determinan 
𝑟2        = Kuadrat Koefisien Pearson 
 
III.7.3. Regresi Linear Sederhana 
 Analisis dapat dilanjutkan dengan menghitung persamaan 
regresinya.Persamaan regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi 
seberapa tinggi nilai variabel independen dirubah-ubah. Secara umum 
persamaan regresi sederhana (dengan satu predokter) dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 
Rumus :   
    𝑌1 = a + b X 
Dimana : 
𝑌1 = Nilai yang diprediksikan 
a  = Konstan atau bila mana harga X = 0 
b  = Koefisien regresi 
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X  = Nilai variabel independen 
 
 Untuk dapat menentukan persamaan regresi, maka harus dihitung 
terlebih dahulu harga a dan b. cara menghitung harga a dan b, yaitu : 
 
 
 Rumus : 
  a = 
(∑𝑌)(∑𝑋2 )−(∑𝑋)(∑𝑋𝑌)
𝜋 ∑𝑋2 − (∑𝑋)2
 
  b = 
∑XY − (∑X)(∑Y)
π∑X2 − (∑X)2
 
Dimana : 
a  = Konstanta 
b  = Koefisien regresi 
Y  = Disiplin pegawai (variabel Y) 
X  = Penerapan e-government (variabel X) 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
IV.1.1  Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kota Makassar 
Kota Makassar terletak antara 1190 24’17’38” bujur Timur dan 508’6’19” 
Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, 
sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan 
sebelah barat adalah selat Makassar. Luas wilayah kota makassar tercatat 
175,77 km persegi yang meliputi 14 kecamatan. Dan memiliki batas-batas 
wilayah administratif dari letak Kota Makassar, antara lain : 
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
Secara geografis, letak Kota Makassar berada di tengah diantara 
pulau-pulau besar lain dari wilayah kepulauan nusantara sehingga 
menjadikan Kota Makassar dengan sebutan “angin mammiri” ini menjadi 
pusat pergerakan spasial dari wilayah Barat ke bagian Timur maupun Utara 
ke Selatan Indonesia. Dengan posisi ini menyebabkan Kota Makassar 
memiliki daya tarik kuat bagi para imigran dari daerah Sulawesi Selatan itu 
sendiri maupun  daerah lain seperti provinsi yang ada di kawasan Timur 
Indonesia untuk datang mencari tempat tinggal dan lapangan pekerjaan. 
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Kota Makassar cukup unik dengan bentuk mnyudut di bagian Utara, 
sehingga mencapai dua sisi pantai yang saling tegak lurus di bagian Utara 
dan Barat. Di sebelah Utara kawasan pelabuhan hingga Tallo telah 
berkembang kawasan campuran termasuk di dalamnya armada angkutan 
laut, perdagangan, pelabuhan rakyat dan samudera, Sebagai rawa-rawa, 
tambak, dan empang dengan perumahan kumuh hingga sedang. Kawasan 
pesisir dari arah Tengah ke bagian Selatan berkembang menjadi pusat kota 
(Centre Busines District – CBD) dengan fasilitas perdagangan, pendidikan, 
pemukiman, fasilitas rekreasi dan resort yang menempati pesisir pantai 
membelakangi laut yang menggunakan lahan hasil reklamasi pantai. 
Kenyataan di atas menjadikan beban kawasan pesisir Kota Makassar saat 
ini dan dimasa mendatang akan semakin berat terutama dalam hal daya dukung 
dan aspek fisik lahan termasuk luasnya yang tertabatas. Ditambah lagi 
pertumbuhan dan perkembangan penduduk sekitarnya yang terus berkompetisi 
untuk mendapatkan sumber daya di dalamnya. 
Kota Makassar memiliki visi dan misi sebagai berikut : 
1. VISI 
Visi Sulawesi Selatan sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2013 - 2018, merupakan gambaran, sikap mental dan 
cara pandang jauh ke depan mengenai organisasi sehingga 
organisasi tersebut tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Berdasarkan 
kondisi dan tantangan yang akan dihadapi Sulawesi Selatan, serta 
dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki. 
2. MISI 
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"Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan 
Simpul Jejaring Kesejahteraan Masyarakat" 
 
Untuk memberikan kejelasan tentang makna yang terkandung dalam visi 
tersebut, maka Pemerintah Provinsi melaksanakan Misi yang akan dijalankan 
pada 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut : 
1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan 
kerukunan intra dan antar umat beragama; 
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan 
kelestarian lingkungan; 
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
infrastruktur; 
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan 
global; 
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum; 
6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan 
bangsa; 
7. Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih. 
 
IV.1.2 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah unsur staf yang 
langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi 
Selatan melalui wakil gubernur Sulawesi Selatan dalam penyusunan kebijakan 
serta membina hubungan kerja dengan dinas daerah, lembaga taknis daerah, 
dan unit pelaksana teknis lainnya di daerah provinsi Sulawesi Selatan. 
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Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Sekretaris 
Daerah.  
 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berada di Kantor Gubernur 
Prov. Sulawesi Selatan, dimana kantornya satu gedung dengan kantor Gubernur 
Prov. Sulawesi Selatan dan lebih tepatnya berada di jalan Jenderal Urip 
Sumoharjo Nomor 269 Telp (0411) 453192, 453194, 453204 Fax. 453489 
Makassar 90231. Susunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : 
a. Sekretaris Daerah 
b. Asisten Pemerintahan, terdiri atas : 
1. Biro Pemerintahan Umum 
2. Biro Pemerintahan Daerah 
3. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia 
c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas : 
1. Biro Bina Perekonomian 
2. Biro Bina Pembangunan 
3. Biro Kerjasama 
d. Asisten Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas : 
1. Biro Bina Kesejahteraan 
2. Biro Bina Mental dan Spiritual 
3. Biro Bina Napza dan HIV Aids 
e. Asisten Administrasi. Terdiri atas : 
1. Biro Organisasi dan Kepegawaian 
2. Biro Humas dan Protokol 
3. Biro Umum dan Perlengkapan 
f. Jabatan Fungsional 
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IV.1.3  Struktur Organisasi Biro Bina Mental dan Spiritual 
Sebelum sampai pada laporan hasil penelitian yang diperoleh melalui hasil 
pengolahan data dan analisa terhadap setiap data yang dikumpulkan, penulis 
merasa perlu menguraikan secara singkat gambaran umum mengenai Biro Bina 
Mental & Spiritual Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan fokus dari 
penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kesamaan pemahaman 
dan kesamaan pemikiran diantara semua pihak yang terkait dengan penelitian 
ini. 
Sebagaimana layaknya organisasi di mana tempat orang-orang 
melaksanakan aktivitas sehari-hari, secara formal Kantor Biro Bina Mental & 
Spiritual Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai acuan dalam pelaksaan tugas 
pokok dan fungsinya, yang memberi pelayanan kepada masyarakat yang terkait 
dengan proses dan prosedur mengenai keagamaan. Acuan tersebut tentunya 
dihasilkan atas pertimbangan yang matang dalam suatu rapat antara Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga 
ditetapkan beberapa keputusan, yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab, agar pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami tumpan 
tindih. Keputusan tersebut telah ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Sulawesi 
Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 16, tentang Tugas Pokok dan Susunan 
Organisasi Pada Biro Bina Mental & Spiritual Provinsi Sulawesi Selatan, yang 
dapat dilihat uraiannya sebagai berikut : 
1. Tugas Pokok dan Fungsi : 
Biro Bina Mental dan Spiritual di Pimpin oleh Kepala Biro yang 
mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi menyiapkan bahan Koordinasi, 
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Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring serta Evaluasi dan Penyelenggaraan Kebijakan 
di bidang Lembaga Keagamaan, Sarana Keagamaan, Mental, Seni, Budaya 
serta Urusan Haji, Pengelolaan Zakat dan Evaluasi Program Mental Spiritual. 
 Adapun visi dan misi dari Biro Bina Mental dan Spiritual, yaitu : 
a. Visi 
Pemenuhan pelayanan administrasi, pembinaan, serta koordinasi dalam 
peningkatan kerukunan beragama di Provinsi Sulawesi Selatan 
b. Misi 
1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang lembaga keagamaan, 
sarana, mental, seni, budaya serta urusan haji dan pengelolaan zakat. 
2. Mewujudkan keunggulan local, seni dan budaya keagamaan. 
3. Menciptakan iklim kondusif dalam kehidupan beragama. 
4. Serta menguatkan kelembagaan dan perwujudan tata kelola yang 
baik. 
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2. Struktur Organisasi : 
 
Gambar IV.1 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
(Sumber : Papan Struktur Organisasi Biro Bina Mental dan Spiritual) 
 
IV.1.4 Keadaan Pegawai 
Jumlah seluruh pegawai pada Biro Bina Mental dan Spiritual yaitu 
berjumlah 35 orang, yang dimana terdiri dari : 
Kepala Biro Bina Mental dan Spiritual 
Kepala Bagian 
Tata Usaha dan 
Bina Lembaga 
Keagamaan 
Kepala Bagian 
Sarana 
Keagamaan 
Kepala Bagian 
Bina Mental, 
Seni dan 
Budaya 
Kepala Bagian 
Urusan Haji,Zakat 
dan Evaluasi 
Program 
Kasubag Tata 
Usaha 
Kasubag Sarana 
Peribadatan 
Kasubag Bina 
Mental 
Masyarakat 
Kasubag Urusan 
Haji 
Kasubag 
Kerukunan 
Umat 
Beragama dan 
Aliran 
Kepercayaan 
Kasubag Sarana 
Kegiatan 
Keagamaan 
Kasubag Seni 
Tradisional 
Kasubag 
Zakat,Infaq, dan 
Sadaqah 
Kasubag 
Kerjasama 
Antar Lembaga 
Keagamaan 
Kasubag Sarana 
Kelembagaan 
Kasubag 
Kebudayaan 
dan Situs 
Sejarah 
Kasubag 
Evaluasi 
Program 
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1. Golongan IV : 8 orang 
2. Golongan III : 21 orang 
3. Golongan II : 5 orang 
4. Golongan I : 1 orang 
IV.2  Deskripsi Data 
IV.2.1  Pengujian Persyarat Statistik 
IV.2.2.1  Uji Validitas 
 Pada penelitian ini, tahap awal proses analisis data adalah melakukan uji 
validitas instrument terlebih dahulu. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga 
ketetapan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validtas 
digunakan untuk mengtahui valid atau tidaknya suatu kuesioner yang menjadi 
alat ukur dalam penelitian ini. Instrument yang valid menggambarkan bahwa 
suatu instrument benar-benar mampu dalam mengukur variabel-variabel yang 
akan diukur dalam penelitian, serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian 
antara konsep penelitian dengan hasil pengukuran. 
 Pada uji validitas, peneliti mengambil sampel sebanyak 35 responden. 
Hal ini dimaksudkan untuk mengtahui valid atau tidaknya data sebelum data 
tersebut diolah. Selain itu, uji validitas dilakukan agar lebih mengefisienkan waktu 
dalam pengambilan data di lapangan. Artinya, apabila 35 sampel yang didapat 
hasilnya valid secara keseluruhan, maka semua indikator telah mewakili semua 
instrumen. Tetapi bila terdapat sampel yang tidak valid dan tidak mewakili 
indikator yang ada, maka instrumen tersebut diganti dengan instrumen baru 
sebagai pengganti instrumen yang tidak valid. Kemudian kuesioner tersebut 
disebar kembali untuk menghasilkan instrumen yang valid. Tetapi apabila 
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ditemukan hasil sampel yang tidak valid namun, tetap mewakili indikator, maka 
instrumen tersebut dihapus. Adapun rumus yang digunakan oleh peneliti dalam 
uji validitas ini, adalah dengan menggunkan statistik korelasi product momentdari 
Pearson dengan bantuan SPSS versi 21. Item pernyataan disebut valid apabila 
nilai r hitung ≥ r tabel dan jika r hitung ≤ r tabel, berarti item/butir instrumen 
dinyatakan tidak valid. Adapun hasil-hasil pengujian validitas dapat diuraikan 
sebagai berikut : 
Tabel IV.1 
Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel E-government (X) 
No. Instrumen 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keputusan 
1 0.168 0.3338 tidak valid 
2 0.048 0.3338 tidak valid 
3 0.224 0.3338 tidak valid 
4 0.558 0.3338 Valid 
5 0.512 0.3338 Valid 
6 0.538 0.3338 Valid 
7 0.669 0.3338 Valid 
8 0.602 0.3338 Valid 
9 0.684 0.3338 Valid 
10 0.572 0.3338 Valid 
11 0.420 0.3338 Valid 
12 0.576 0.3338 Valid 
(sumber: pengolahan data primer, Januari 2016) 
 Berdasarkan tabel IV.1 diatas dapat diketahui dari 12 butir pernyataan 
dari variabel E-government dapat diketahui bahwa terdapat tiga butir pernyataan 
yang dikatakan tidak valid yaitu butir pernyataan nomor 1,2,3 (𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 1 = 0.168, 
𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 2 = 0.048, 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 3 = 0.224) dimana nilai koefisien korelasinya lebih 
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rendah dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0.3338. Untuk butir pernyataan yang mepunyai validitas paling 
tinggi adalah butir pernyataan nomor 9 dengan nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0.684. 
 Hasil pengujian validitas instrumen penelitian yang valid sebanyak 9 butir 
pernyataan dan yang tidak valid 3 butir pernyataan, artinya pernyataan tersebut 
dihilangkan dan tidak perlu diganti karena indikator instrumen dapat terukur 
dengan butir pernyataan lainnya yang mengukur aspek yang sama, yaitu E-
government (X). Berikutnya hasil uji validitas instrumen variabel Disiplin Pegawai 
(Y) : 
Tabel IV.2 
Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Disiplin Pegawai (Y) 
No. Instrumen 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keputusan 
1 0.431 0.3338 Valid 
2 0.437 0.3338 Valid 
3 0.483 0.3338 Valid 
4 0.190 0.3338 tidak valid 
5 0.441 0.3338 Valid 
6 0.430 0.3338 Valid 
7 0.160 0.3338 tidak valid 
8 0.477 0.3338 Valid 
9 0.373 0.3338 Valid 
10 0.430 0.3338 Valid 
11 0.317 0.3338 Valid 
12 0.606 0.3338 Valid 
13 0.303 0.3338 tidak valid 
14 0.203 0.3338 tidak valid 
(sumber: pengolahan data primer, Januari 2016) 
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 Berdasarkan tabel IV.2 diatas dapat diketahui dari 14 butir pernyataan 
dari variabel Disiplin Pegawai (Y) dapat diketahui bahwa terdapat empat butir 
pernyataan yang dikatakan tidak valid yaitu butir pernyataan nomor 4,7,13,14 
(𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 4 = 0.190, 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 7 = 0.160, 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 13 = 0.303, 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 14 = 0.203) 
dimana nilai koefisien korelasinya lebih rendah dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0.3338. Untuk butir 
pernyataan yang mepunyai validitas paling tinggi adalah butir pernyataan nomor 
12 dengan nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0.606. Untuk butir pernyataan yang mempunyai 
validitas paling tinggi adalah pernyataan nomor 9 variabel X dengan nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 
sebesar 0.684, sedangkan butir pernyataan yang validitasnya paling rendah 
adalah pernyataan nomor 2 variabel X dengan nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0.048. 
 Hasil pengujian validitas instrumen penelitian yang valid mengandung 
pengertian secara statistika instrumen variabel E-government (X) memiliki 
konsistensi internal, artinya pernyataan-pernyataan pada instrumen ini mengukur 
aspek yang sama yaitu E-government. 
IV.2.2.2   Hasil Uji Reabilitas 
Guna menjaga kehandalan dari sebuah instrumen atau alat ukur maka 
peneliti melakukan uji reabilitas, dimana instrumen yang dilakukan uji reabilitas 
adalah instrumen yang dinyatakan valid, sedangkan instrumen yang dinyatakan 
tidak valid maka tidak bisa dilakukan uji reabilitas. Dalam pengukuran reabilitas 
menggunakan Alpha Cronbach dengan bantuan SPSS 21. Adapun hasil dari uji 
reabilitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai Alpha Cronbach 
variabel E-government (X), yaitu sebagai berikut : 
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Tabel IV.3 
Reabilitas E-Government  
 
 
 
 
                                        (sumber : pengolahan data primer, Januari 2016) 
 
           Berdasarkan tabel IV.3 dapat diketahui bahwa nilai koefisien Alpha adalah 
sebesar 0.789. suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0.30 
(Sugiyono,2008). Maka hal ini dapat diartikan bahwa 0.789 > 0.30 sehingga 
instrumen yang diuji sudah reliabel. 
            Hasil pengujian reabilitas instrumen yang hasilnya reliabel mengandung 
pengertian bahwa apabila instrumen pada suatu saat akan digunakan kembali 
untuk mengukur variabel yang sama, yaitu E-government (X) maka hasilnya 
relatif akan sama. Dengan kata lain ada konsistensi dari hasil pengukuran 
dengan menggunakan instrumen yang sama. Berikutnya hasil dari uji reabilitas 
yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai Alpha Cronbach variabel 
Disiplin Pegawai (Y), yaitu sebagai berikut : 
Tabel IV.4 
Reabilitas Disiplin Pegawai 
 
 
 
 
                                        (sumber: pengolahan data primer, Januari  2016) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.789 .786 9 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.610 .615 9 
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            Berdasarkan tabel IV.4 dapat diketahui bahwa nilai koefisien Alpha 
adalah sebesar 0.610. suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Alphanya lebih 
dari 0.30 (Sugiyono 2008). Maka hal ini dapat diartikan bahwa 0.610 > 0.30 
sehingga instrumen yang diuji bisa reliabel. 
           Hasil pengujian reliabilitas instrumen yang hasilnya reliabel mengandung 
pengertian bahwa apabila instrumen pada suatu saat akan digunakan kembali 
untuk mengukur variabel yang sama, yaitu Disiplin Pegawai (Y) maka hasilnya 
relatif akan sama. Dengan kata lain ada konsistensi dari hasil pengukuran 
dengan menggunakan instrumen yang sama. 
IV.2.2 Identitas Responden 
 Responden merupakan salah satu faktor penting dalam penelitian ini. 
Dalam penelitian ini jumlah populasi seluruhnya berjumlah 35 pegawai. Dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan sampel jenuh, sehingga seluruh pegawai 
yang berada di Biro Bina Mental dan Spiritual Prov. Sulawesi Selatan dijadikan 
sampel.  Yang dimana terdiri dari : 
1. Golongan IV : 8 orang 
2. Golongan III : 21 orang 
3. Golongan II : 5 orang 
4. Golongan I : 1 orang 
            Dalam mengisi kuesioner, responden diminta untuk memberikan identitas 
diri sebagai penunjang data. Dimana identitas diri meliputi jenis kelamin, 
pendidikan terakhir, masa kerja, golongan, umur dan unit kerja. 
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1. Karakteristik Jenis Kelamin 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden penelitian terdiri dari laki-
laki dan perempuan. Adapun data mengenai hal tersebut tersaji pada tabel 
sebagai berikut : 
Diagram IV.1 
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
 Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2016 
 
Berdasarkan diagram IV.1 di atas maka dapat diketahui jumlah responden 
sebanyak 35 orang, terdiri dari 12 laki-laki dan 23 perempuan. Dengan lebih 
banyaknya identitas responden yang berjenis kelamin perempuan maka 
pandangan dari golongan laki-laki kurang mewakili dalam memberikan penilaian 
terhadap pengaruh e-government terhadap disiplin pegawai di kantor Biro Bina 
Mental dan Spiritual Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan karena jumlah 
pegawai yang berjenis kelamin perempuan lebih mendominasi daripada jumlah 
pegawai yang berjenis kelamin laki-laki, sehingga pandangan dari pegawai yang 
berjenis kelamin perempuan lebih besar. 
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2. Pendidikan Terakhir 
Pendidikan merupakan aspek substansi bagi seorang pegawai menjadi salah 
satu persyaratan utama ketika proses rekriotmen dan banyak mempengaruhi 
perjalanan karier. Adapun data mengenai tingkat pendidikan responden, yaitu : 
 
Diagram IV.2 
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir 
 
 Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2016 
Berdasarkan data diagram IV.2 di atas, maka dapat dilihat bahwa responden 
memiliki latar belakang pendidikan terakhir yang berbeda. Penjabarannya adalah 
sebagai berikut responden dengan latar belakang pendidikan Sekolah Lanjut 
Tingkat Atas (SLTA) tidak ada, yang berlatar belakang pendidikan D3 berjumlah 
4 orang, kemudian yang berlatar belakang S1 berjumlah 17 orang, kemudian 
yang berlatar belakang S2 berjumlah 11 orang, dan yang terakhir ialah yang 
berlatar belakang S3 berjumlah 3 orang. Sehingga dengan demikian dapat 
diketahui bahwa tingkat pendidikan di Biro Bina Mntal dan Spiritual Prov. 
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Sulawesi Selatan lebih banyak S1. Oleh karena itu kompetensi pegawai dari segi 
pendidikan sangat sesuai. 
3. Pangkat / Golongan 
Hasil peneitian menunjukan bahwa responden penelitian menurut tingkat 
pangkat / golongan yang terdiri dari 4 golongan yaitu, Golongan IV, Golongan III, 
Golongan II dan Golongan I. Adapun data mengenai hal tersebut tersaji pada 
tabel : 
Diagram IV.3 
Identitas Responden Berdasarkan Pangkat / Golongan Responden 
 
 Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2016 
 
Berdasarkan diagram IV.3 di atas maka dapat diketahui jumlah 
responden sebanyak 35 orang, terdiri dari Golongan IV sebanyak 8 orang, 
Golongan III sebanyak 21 orang, Golongan II sebanyak 5 orang, dan 
Golongan I sebanyak 1 orang. Dari diagram ini dapat disimpulkan bahwa 
jumlah Golongan III yang lebih banyak seharusnya menunjukan kinerja yang 
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lebih baik sebab seluruh aparatur memiliki kesempatan untuk belajar dari 
aparat yang sudah banyak memiliki karir pekerjaan yang cukup baik dalam 
status sebagai pamong bagi negara sehingga dapat menjadi panutan bagi 
aparat lain. 
4.  Karakteristik Usia 
Berdasarkan data yang terhimpun dari penelitian dapat diketahui variasi usia 
responden, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini : 
Diagram IV.4 
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia 
 
 Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2016 
 
Berdasarkan diagram IV.4 di atas, maka dapat dilihat dari 35 identitas 
responden berdasarkan tingkat usia diperoleh dengan rincian tingkat usia 25 
tahun tidak ada dari keseluruhan sampel, tingkat usia 25-35 tahun sebanyak 
7 orang dari keseluruhan sampel, tingkat usia 35-45 tahun sebanyak 17 
orang dari keseluruhan sampel, dan tingkat usia 45-55 tahun sebanyak 11 
orang dari keseluruhan sampel. Dengan demikian pegawai yang banyak 
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terlibat dalam memberikan penilaian terhadap pengaruh e-government 
terhadap disiplin pegawai di kantor Biro Bina Mental dan Spiritual Provinsi 
Sulawesi Selatan dilihat dari tingkat usia yang paling banyak yaitu berusia 35-
45 tahun. 
5. Karakteristik Unit Kerja 
Hasil penelitian menunjukan bahwa responden penelitian terdiri dari 
beberapa unit kerja di beberapa bagian, yaitu bagian sarana keagamaan, bagian 
bina mental, seni dan budaya, bagian haji, zakat dan evaluasi program dan 
bagian tata usaha dan lembaga keagamaan. Adapun data mengenai hal tersebut 
tersaji pada tabel : 
Diagram IV.5 
Identitas Responden Berdasarkan Unit Kerja Responden 
 
 Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2016 
Keterangan : 
1. : Kepala Bagian sarana keagamaan 
2. : Kasubag sarana peribadatan 
3. : Kasubag sarana kelembagaan 
4 : Kasubag sarana kegiatan keagamaan 
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5 : Staf sarana keagamaan 
6 : Kepala bina mental, seni dan budaya 
7 : Kasubag bina mental masyarakat 
8 : Kasubag seni tradisional 
9 : Kasubag kebudayaan dan situs sejarah 
10 : Staf bina mental, seni dan budaya 
11 : Kepala haji, zakat dan evaluasi program 
12 : Kasubag haji 
13 : Kasubag zakat, infaq dan sadaqah 
14 : Kasubag evaluasi program 
15 : Staf haji, zakat dan evaluasi program 
16 : Kepala tata usaha dan lembaga keagamaan 
17 : Kasubag tata usaha 
18 : Kasubag kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan 
19 : Kasubag kerjasama antar lembaga kelembagaan keagamaan 
20 : Staf tata usaha dan lembaga keagamaan 
Berdasarkan diagram IV.5 di atas maka dapat diketahui jumlah responden 
sebanyak 35 orang, yang dimana terdiri dari 20 jabatan sebagai mana telah 
disebutkan di atas. Dengan demikian semua bagian memberikan penilaian dan 
yang lebih banyak identitas responden yang menjabat sebagai staf tata usaha 
dan lembaga keagamaan. 
IV.2.3  Analisis Data 
Analisis data merupakan suatu proses analisis yang dilakukan peneliti 
dengan cara mendeskripsikan data hasil penyebaran kuesioner kepada para 
Pegawai di Biro Bina Mental dan Spiritual Prov. Sulawesi Selatan, untuk 
mengetahui tanggapan mereka mengenai sejauh mana penilaian terhadap 
pengaruh e-government terhadap disiplin pegawai di kantor Biro Bina Mental dan 
Spiritual Provinsi Sulawesi Selatan. Pada penelitian ini untuk variabel e-
government (X) peneliti menggunakan 6 indikator menurut Indrajit, yaitu data 
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infrastruktur, infrastruktur legal, infrastruktur institusional, infrastruktur manusia, 
infrastruktur teknologi dan strategi pemikiran pemimpin. Untuk variabel disiplin 
pegawai (Y) peneliti menggunakan 8 indikator menurut Hasibuan, yaitu tujuan 
dan kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa, keadilan, pengawasan melekat, 
sanksi hukuman, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan. 
Untuk menjelaskannya lebih dalam, di bawah ini adalah pengaruh e-
government terhadap disiplin pegawai di kantor Biro Bina Mental dan Spiritual 
Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan 6 indikator variabel e-government (X) 
dan 8 indikator variabel disiplin pegawai (Y) dari teori yang dikemukakan diatas, 
yang sesuai dengan apa yang ditemukan dilapangan seperti sangat setuju (SS), 
setuju (S), cukup setuju (CS), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). 
Adapun lebih lengkapnya peneliti menguraikannya dalam bentuk tabel disertai 
pemaparan dan kesimpulan hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan melalui 
kuesioner kepada para responden dan diolah dengan SPSS 21. 
IV.2.3.1 Pelaksanaan E-government  
IV.2.3.1.1 Indikator Pelaksanaan E-government 
1. Data Infrastruktur 
Terdapat 3 pernyataan yang berhubungan dengan indikator data 
infrastruktur, antara lain : 
Pertama, sistem manajemen sangat mendukung penerapan e-government. 
Responden menjawab sebagai berikut : 
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Tabel IV.5 
Sistem Manajemen Sangat Mendukung Penerapan E-government 
 
 
 
 
 
 
 Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
Dari tabel IV.5 diatas adalah pernyataan yang di tujukan kepada pegawai di 
lingkungan Biro Bina Mental dan Spiritual, sebagian besar responden menjawab 
bahwa sistem manajemen sangat mendukung penerapan e-government, yaitu 
setuju bahwa penerapan e-government sangat mendukung dalam sistem 
manajemen. Hal ini terbukti pada tabel IV.5 bahwa 6 responden atau 17,1 persen 
menjawab sangat setuju, 23 responden atau 65,7 persen menjawab setuju dan 6 
responden atau 17,1 persen cukup setuju. 
Melihat kondisi ini dapat dilihat bahwa sistem manajemen memang sangat 
mendukung dalam penerapan e-government di lingkungan Biro Bina Mental dan 
Spiritual. 
Kedua, penerapan e-government sangat di dukung adanya dokumentasi 
dalam menjalankan manajeman pemerintahan. Responden menjawab sebagai 
berikut : 
 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3 6 17,1 17,1 17,1 
4 23 65,7 65,7 82,9 
5 6 17,1 17,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
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Tabel IV.6 
Penerapan E-government Sangat Didukung Adanya Dokumentasi 
Dalam Menjalankan Manajeman Pemerintahan 
 
 
 
 
 
 
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
Untuk menjalankan manajemen pemerintahan  dokumentasi sangat 
mendukung dalam penerapan e-government. Berdasarkan tabel IV.6 ini dapat 
terlihat bahwa penerapan e-government sangat didukung adanya dokumentasi 
dalam menjalankan manajeman pemerintahan. Hal ini terbukti dengan jawaban 
responden yang setuju sebanyak 17 responden atau 48,6 persen,  yang cukup 
setuju sebanyak 11 responden atau 31,4 persen dan yang sangat setuju 
sebanyak 7 responden atau 20,0 persen. 
Melihat hasil jawaban dari responden dapat diketahui bahwa penerapan e-
government memang sangat didukung oleh adanya dokumentasi dalam 
menjalankan manajemen pemerintahan. 
Ketiga, penerapan e-government sangat mendukung proses kerja sehari-hari. 
Responden menjawab sebagai berikut : 
 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3 11 31,4 31,4 31,4 
4 17 48,6 48,6 80,0 
5 7 20,0 20,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
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Tabel IV.7 
Penerapan E-government Sangat Mendukung Proses Kerja Sehari-Hari 
 
  
 
 
Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
Dalam proses kerja sehari-hari sangat di butuhkan e-government di kantor 
agar proses kerja dapat berjalan secara lancar. Tabel IV.7 diatas menunjukan 
bahwa sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebanyak 19 
responden atau 54,3 persen, responden yang menjawab cukup setuju yaitu 
sebanyak 8 responden atau 22,9 persen dan yang menjawab sangat setuju yaitu 
sebanyak 8 responden atau 22,9 persen. Menurut sebagian responden telah 
menjawab setuju dan sangat setuju penerapan e-government sangat mendukung 
proses kerja sehari-hari karena menurut responden bahwa dengan adanya e-
government sangat mendukung proses kerja sehari-hari di kantor. Berikut ini 
hasil frekuensi dari indikator data infrastruktur yang berdasarkan teori Indrajit dan 
bertumpu pada metodologi riset yang digunakan : 
 
 
 
 
 
 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3 8 22,9 22,9 22,9 
4 19 54,3 54,3 77,1 
5 8 22,9 22,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
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Tabel IV.8 
Frekuensi Indikator Data Infrastruktur 
 
 
No 
 
Pilihan  
Jawaban 
Responden 
Frekuensi Jawaban Responden 
Per Indikator Pertanyaan Nomor 
 
 
Jumlah 
 
 
% 1 2 3 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
6 
23 
6 
0 
0 
7 
17 
11 
0 
0 
8 
19 
8 
0 
0 
21 
59 
25 
0 
0 
20% 
56,1% 
23,9% 
0 
0 
 
Total 
 
35 
 
35 
 
35 
 
105 
 
100% 
Sumber : Pengelolahan Nilai Kuesioner Nomor 1, 2 dan 3, Januari 2016 
Berdasarkan tabel IV.8 dapat dilihat bahwa dari 35 responden terdapat 20 
persen yang menjawab nomor 5, 56,1 persen responden yang menjawab nomor 
4, dan 23,9 persen yang menjawab nomor 3. Sehingga dalam teori Indrajit 
tentang e-government pada indikator data infrastruktur dapat dikatakan baik 
dalam pernyataan ini. Dilihat dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa data 
infrastruktur yang ada di kantor Biro Bina Mental dan Spiritual sudah baik dalam 
penerapan e-government terbukti dengan 56,1 persen responden yang 
menjawab setuju kalau data infrastruktur sudah baik dalam penerapan e-
government. 
2. Infrastruktur Legal 
Terdapat 2 pernyataan yang berhubungan dengan indikator infrastruktur 
legal, antara lain : 
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Pertama, Penerapan e-government dalam sistem pemerintahan Provinsi 
Sulsel telah dilengkapi dengan aspek hukum secara infrastruktur. Responden 
menjawab sebagai berikut: 
Tabel IV.9 
Penerapan E-government Dalam Sistem Pemerintahan Provinsi 
Sulsel telah Dilengkapi Dengan Aspek Hukum Secara Infrastruktur 
 
 
 
 
 
 
 Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
Berdasarkan tabel IV.9 di atas menunjukan bahwa sebagian besar 
responden menjawab setuju yaitu sebanyak 17 responden atau 48,6 persen, 
yang menjawab cukup setuju yaitu sebanyak 11 responden atau 31,4 persen, 
yang menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 6 responden atau 17,1 persen 
serta hanya 1 responden yang menjawab tidak setuju atau 2,9 persen. 
Berdasarkan jawaban diatas bisa kita ketahui bahwa e-government dalam sistem 
pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan telah dilengkapi dengan aspek hukum 
secara infrastruktur, tetapi terdapat 1 responden yang tidak setuju akan hal 
tersebut, ini terjadi karena responden tidak mengetahui bahwa ternyata e-
government sudah dilengkapi dengan aspek hukum secara infrastruktur. 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 1 2,9 2,9 2,9 
3 11 31,4 31,4 34,3 
4 17 48,6 48,6 82,9 
5 6 17,1 17,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
 
68 
 
Kedua, peraturan mengenai perizinan e-government sudah dilengkapi 
dengan peraturan-peraturan yang mendetail. Responden menjawab sebagai 
berikut : 
Tabel IV.10 
Peraturan Mengenai Perizinan E-government Sudah Dilengkapi 
Dengan Peraturan-Peraturan Yang Mendetail 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 2 5,7 5,7 5,7 
3 11 31,4 31,4 37,1 
4 15 42,9 42,9 80,0 
5 7 20,0 20,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
Berdasarkan tabel IV.10 diatas menunjukan bahwa sebagian besar 
responden menjawab setuju yaitu sebanyak 15 responden atau 42,9 persen, 
responden yang menjawab cukup setuju yaitu sebanyak 11 orang atau 31,4 
persen, responden yang menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 7 orang atau 
20,0 persen dan sedangkan responden yang menjawab tidak setuju yaitu 
sebanyak 2 orang atau 5,7 persen hal ini menunjukan bahwa masih ada 2 
responden yang tidak setuju akan hal itu yang berarti peraturan mengenai 
perizinan e-government belum dilengkapi dengan operaturan-peraturan yang 
mendetail. 
Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator infrastruktur legal yang 
berdasarkan teori Indrajit, yaitu  
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Tabel IV.11 
Frekuensi Indikator Infrastruktur Legal 
 
 
No 
 
Pilihan  
Jawaban 
Responden 
Frekuensi Jawaban 
Responden Per Indikator 
Pertanyaan Nomor 
 
 
Jumlah 
 
 
% 
4 5 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
6 
17 
11 
1 
0 
7 
15 
11 
2 
0 
13 
32 
22 
3 
0 
18,6% 
45,8% 
31,4% 
4,2% 
0 
 
Total 
 
35 
 
35 
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100% 
 Sumber : Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 4 dan 5, Januari 2016 
 Berdasarkan tabel IV.11 dapat dilihat bahwa dari 35 responden terdapat 
18,6 persen yang menjawab nomor 5, 45,8 persen responden yang menjawab 
nomor 4, 31,4 persen yang menjawab nomor 3 dan 4,2 persen yang menjawab 
nomor 2. Sehingga dalam teori Indrajit tentang e-government pada indikator 
infrastruktur legal dapat dikatakan cukup baik dalam pernyataan ini. Dilihat dari 
tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa infrastruktur legal yang ada di kantor 
Biro Bina Mental dan Spiritual sudah cukup baik dalam penerapan e-government 
terbukti dengan 45,8 persen responden yang menjawab setuju kalau infrastruktur 
legal sudah cukup baik dalam penerapan e-government. 
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3. Infrastruktur Institusional 
Terdapat 1 pernyataan yang berhubungan dengan indikator infrastruktur 
institusional, yaitu  Institusi pemerintah telah menerapkan e-government secara 
baik. Responden menjawab sebagai berikut : 
Tabel IV.12 
Institusi Pemerintah Telah Menerapkan E-government Secara Baik 
 
 
 
 
 
 
 
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
Berdasarkan tabel IV.12 diatas bahwa sebanyak 18 responden atau 51,4 
persen menjawab cukup setuju, sebanyak 13 responden atau 37,1 persen 
menjawab setuju, sebanyak 3 responden atau 8,6 persen menjawab sangat 
setuju dan sebanyak 1 responden atau 2,9 persen menjawab sangat tidak setuju. 
Hal ini berarti menunjukan bahwa beragam pendapat yang dikemukakan oleh 
para pegawai mengenai pernyataan ini. Dan terdapat 1 responden yang 
menjawab sangat tidak setuju hal ini disebabkan karena menurut responden 
tersebut institusi pemerintah belum menerapkan e-government secara baik, 
untuk itu responden tersebut menjawab sangat tidak setuju terhadap pernyataan 
tersebut, akan tetapi lebih banyak responden yang menjawab setuju bahwa 
institusi pemerintah sudah cukup baik dalam menerapkan e-government. Dan 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 1 2,9 2,9 2,9 
3 18 51,4 51,4 54,3 
4 13 37,1 37,1 91,4 
5 3 8,6 8,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
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berikut ini hasil frekuensi dari indikator infrastruktur institusional yang 
berdasarkan teori Indrajit dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan : 
Tabel IV.13 
Frekuensi Indikator Infrastruktur Institusional 
 
 
No 
 
Pilihan  
Jawaban 
Responden 
Frekuensi Jawaban 
Responden Per 
Indikator 
Pertanyaan Nomor 
 
 
Jumlah 
 
 
% 
 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
3 
13 
18 
0 
1 
3 
13 
18 
0 
1 
8,6% 
37,1% 
51,4% 
0 
2,9% 
Total 35 35 100% 
  Sumber : Pengolahan Nilai kuesioner Nomor 6 tahun 2016 
 
Berdasarkan tabel IV.13 dapat dilihat bahwa dari 35 responden terdapat 8,6 
persen yang menjawab nomor 5, 37,1 persen responden yang menjawab nomor 
4, 51,4 persen yang menjawab nomor 3 dan 2,9 persen yang menjawab nomor 1. 
Sehingga dalam teori Indrajit tentang e-government pada indikator infrastruktur 
institusional dapat dikatakan cukup baik dalam pernyataan ini. Dilihat dari tabel 
tersebut dapat disimpulkan bahwa infrastruktur institusional yang ada di kantor 
Biro Bina Mental dan Spiritual pemerintah sudah cukup baik dalam penerapan e-
government terbukti dengan 51,4 persen responden yang menjawab setuju kalau 
infrastruktur institusional sudah cukup baik dalam penerapan e-government. 
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4. Infrastruktur Manusia 
Terdapat 2 pernyataan yang berhubungan dengan indikator infrastruktur 
manusia, antara lain : 
Pertama, sumber daya manusia sudah sangat mendukung dalam 
penerapan e-government, responden menjawab sebagai berikut : 
 
Tabel IV.14 
Sumber Daya Manusia Sudah Sangat Mendukung Dalam Penerapan 
E-government 
 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 4 11,4 11,4 11,4 
3 20 57,1 57,1 68,6 
4 9 25,7 25,7 94,3 
5 2 5,7 5,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
 
 
 Dilihat dari tabel IV.14 menunjukan bahwa sebanyak 20 responden atau 
57,1 persen menjawab cukup setuju, sebanyak 9 responden atau 25,7 persen 
menjawab setuju, sebanyak 2 responden atau 5,7 persen menjawab sangat 
setuju. Akan tetapi, ada beberapa pegawai yang tidak setuju kalau sumber daya 
manusia sudah sangat mendukung dalam penerapan e-government yaitu 
sebanyak 4 responden atau 11,4 persen menjawab tidak setuju, karena menurut 
mereka sumber daya manusia belum cukup mendukung dalam penerapan e-
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government karena masih banyak sumber daya manusia yang belum mengerti 
dengan e-government. 
 Kedua, dalam penerapan e-government di pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan sudah dilaksanakan oleh tenaga kerja yang handal. Responden 
menjawab sebagai berikut : 
Tabel IV.15 
Penerapan E-government di Pemerintah Sulsel Sudah dilaksanakan Oleh 
Tenaga Kerja Yang Handal 
 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 3 8,6 8,6 8,6 
3 16 45,7 45,7 54,3 
4 15 42,9 42,9 97,1 
5 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
 
 
 Penerapan e-government dapat berjalan baik jika dilaksanakan oleh 
tenaga kerja yang handal. Dilihat dari tabel IV.15 bahwa sebanyak 16 responden 
atau 45,7 persen yang menjawab cukup setuju, sebanyak 15 responden atau 
42,9 persen yang menjawab setuju, sebanyak 1 responden atau 2,9 persen yang 
menjawab sangat setuju dengan pernyataan ini. Sedangkan menurut 3 
responden atau 8,6 persen yang menjawab tidak setuju kalau penerapan e-
government di pemerintah Sulsel  sudah dilaksanakan oleh tenaga kerja yang 
handal, karena menurut pegawai masih ada tenaga kerja yang belum handal 
dalam melaksanakan e-government. 
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 Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator infrastruktur manusia yang 
berdasarkan teori dari Indrajit dan bertumpu pada metodologi riset yang 
digunakan : 
Tabel IV.16 
Frekuensi Indikator Infrastruktur Manusia 
 
 
No 
 
Pilihan  
Jawaban 
Responden 
Frekuensi Jawaban 
Responden Per Indikator 
Pertanyaan Nomor 
 
 
Jumlah 
 
 
% 
7 8 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
2 
9 
20 
4 
0 
1 
15 
16 
3 
0 
3 
24 
36 
7 
0 
4,3% 
34,3% 
51,4% 
10% 
0 
Total 35 35 70 100% 
 Sumber : Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 7 dan 8, Januari 2016 
 
 Berdasarkan tabel IV.16 dapat dilihat bahwa dari 35 responden terdapat 
4,3 persen yang menjawab nomor 5, 34,3 persen responden yang menjawab 
nomor 4, 51,4 persen yang menjawab nomor 3 dan 10 persen yang menjawab 
nomor 2. Sehingga dalam teori Indrajit tentang e-government pada indikator 
infrastruktur manusia dapat dikatakan belum cukup baik dalam pernyataan ini. 
Dilihat dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa infrastruktur manusia yang 
ada di kantor Biro Bina Mental dan Spiritual belum cukup handal dan sumber 
daya manusianya masih kurang dalam penerapan e-government terbukti dengan 
10 persen responden yang menjawab tidak setuju kalau infrastruktur manusia 
sudah memadai dalam penerapan e-government. 
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5. Infrastruktur Teknologi 
Terdapat 2 pernyataan yang berhubungan dengan indikator infrastruktur 
teknologi antara lain : 
Pertama, penerapan e-government sudah di dukung oleh teknologi yang 
memadai di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Responden menjawab 
sebagai berikut : 
Tabel IV.17 
Penerapan E-government Sudah Didukung Oleh Teknologi Yang 
Memadai di Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan 
 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 4 11,4 11,4 11,4 
3 11 31,4 31,4 42,9 
4 15 42,9 42,9 85,7 
5 5 14,3 14,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
 
 Berdasarkan tabel IV.17 diatas jumlah responden yang menjawab setuju 
sebanyak 15 responden atau 42,9 persen, cukup setuju sebanyak 11 responden 
atau 31,4 persen, sangat setuju sebanyak 5 responden atau 14,3 persen dan 
tidak setuju sebanyak 4 responden atau 11,4 persen. Dari semua responden 
terdapat 4 responden yang tidak setuju dengan pernyataan bahwa e-government 
sudah di dukung oleh teknologi yang memadai, hal ini dikarenakan masih ada 
responden yang menurut mereka teknologi belum cukup memadai dalam 
penerapan e-government. 
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 Kedua, teknologi yang tersedia sudah cukup dalam penerapan e-
government di Pemprov Sulsel. Responden menjawab sebagai berikut : 
 
Tabel IV.18 
Teknologi Yang Tersedia Sudah Cukup Dalam Penerapan E-government di 
Pemprov Sulsel 
 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 2 5,7 5,7 5,7 
3 17 48,6 48,6 54,3 
4 12 34,3 34,3 88,6 
5 4 11,4 11,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
 
 Dilihat dari tabel IV.18 dapat diketahui jumlah responden yang menjawab 
cukup setuju 17 responden atau 48,6 persen, yang menjawab setuju sebanyak 
12 responden atau 34,3 persen, yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 
responden atau 11,4 persen sedangkan untuk jawaban tidak setuju sebanyak 2 
responden atau 5,7 persen. Dari jawaban diatas dapat diketahui bahwa ada 2 
responden yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut, hal ini disebabkan 
karena menurut pegawai tersebut teknologi yang ada di Pemprov belum cukup 
dalam penerapan e-government. 
 Berikut ini hasil frekuensi dari indikator infrastruktur teknologi yang 
berdasarkan teori Indrajit dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan : 
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Tabel IV.19 
Frekuensi Indikator Infrastruktur Teknologi 
 
 
 
No 
 
Pilihan  
Jawaban 
Responden 
Frekuensi Jawaban 
Responden Per Indikator 
Pertanyaan Nomor 
 
 
Jumlah 
 
 
% 
9 10 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
5 
15 
11 
4 
0 
4 
12 
17 
2 
0 
9 
27 
28 
6 
0 
12,9% 
38,6% 
40% 
8,5% 
0 
Total 35 35 70 100% 
 Sumber : Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 9 dan 10, Januari 2016 
  
 Berdasarkan tabel IV.19 dapat dilihat bahwa dari 35 responden terdapat 
12,9 persen yang menjawab nomor 5, 38,5 persen responden yang menjawab 
nomor 4, 40 persen yang menjawab nomor 3 dan 8,5 persen yang menjawab 
nomor 2. Sehingga dalam teori Indrajit tentang e-government pada indikator 
infrastruktur teknologi dapat dikatakan belum cukup baik dalam pernyataan ini. 
Dilihat dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa infrastruktur teknologi yang 
ada di kantor Biro Bina Mental dan Spiritual belum cukup lengkap dalam 
penerapan e-government terbukti dengan 8,5 persen responden yang menjawab 
tidak setuju kalau infrastruktur teknologi sudah memadai dalam penerapan e-
government. 
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6. Infrastruktur Pemikiran Pemimpin 
Terdapat 2 pernyataan yang berhubungan dengan indikator pemikiran 
pemimpin antara lain : 
Pertama, visi misi pimpinan Pemprov Sulsel sudah sejalan dengan 
penerapan e-government. Responden menjawab sebagai berikut : 
 
Tabel IV.20 
Visi Misi Pimpinan Pemprov Sudah Sejalan Dengan Penerapan  
E-government 
 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 1 2,9 2,9 2,9 
3 6 17,1 17,1 20,0 
4 25 71,4 71,4 91,4 
5 3 8,6 8,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
 
 Dilihat dari tabel IV.20 jawaban cukup beragam dengan pernyataan yang 
diberikan peneliti, yaitu jawaban responden yang menjawab tidak setuju 
sebanyak 1 responden atau 2,9 persen, cukup setuju sebanyak 6 responden 
atau 17,1 persen, setuju sebanyak 25 responden atau 71,4 persen dan sangat 
setuju sebanyak 3 responden atau 8,6 persen. Dari perbedaan jawaban diatas 
menunjukan bahwa sebagian pegawai menganggap visi misi pimpinan Pemprov 
Sulsel belum sejalan dengan penerapan e-government, maka dari itu ada 1 
responden yang memberikan jawaban tidak setuju. 
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Kedua, Strategi pimpinan Pemprov Sulsel sudah sangat sesuai dengan 
penerapan e-government. Responden menjawab sebagai berikut : 
 
      Tabel IV.21 
Strategi Pimpinan Pemprov Yang Sesuai Dengan Penerapan E-government 
 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 2 5,7 5,7 5,7 
3 11 31,4 31,4 37,1 
4 19 54,3 54,3 91,4 
5 3 8,6 8,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
 
 Berdasarkan tabel IV.21 terdapat berbagai macam responden, yaitu 
sebanyak 19 responden atau 54,3 persen yang menjawab setuju, sebanyak 11 
responden atau 31,4 persen yang menjawab cukup setuju, sebanyak 3 
responden atau 8,6 persen yang menjawab sangat setuju dan 2 responden atau 
5,7 persen yang menjawab tidak setuju. Dari jawaban responden terdapat 2 
responden tidak setuju dengan pernyataan peneliti yang mengatakan bahwa 
strategi pimpinan Pemprov Sulsel sudah sesuai dengan penerapan e-
government, yang ternyata pegawai tersebut mengatakan kalau strategi 
pimpinan belum sesuai dengan penerapan e-government, maka dari itu 
responden tersebut tidak setuju. 
 
 Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator infrastruktur pemikiran 
pemimpin yang berdasarkan teori dari Indrajit dan bertumpu pada metodologi 
riset yang digunakan : 
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Tabel IV.22 
Frekuensi Indikator Infrastruktur Pemikiran Pemimpin 
 
 
 
No 
 
Pilihan  
Jawaban 
Responden 
Frekuensi Jawaban 
Responden Per Indikator 
Pertanyaan Nomor 
 
 
Jumlah 
 
 
% 
11 12 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
3 
25 
6 
1 
0 
3 
19 
11 
2 
0 
6 
44 
17 
3 
0 
8,6% 
62,9% 
24,2% 
4,3% 
0 
Total 35 35 70 100% 
 Sumber : Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 11 dan 12, Januari 2016 
 
 Berdasarkan tabel IV.22 dapat dilihat bahwa dari 35 responden terdapat 
8,6 persen yang menjawab nomor 5, 62,9 persen responden yang menjawab 
nomor 4, 24,2 persen yang menjawab nomor 3 dan 4,3 persen yang menjawab 
nomor 2. Sehingga dalam teori Indrajit tentang e-government pada indikator 
Infrastruktur pemikiran pimpinan dapat dikatakan baik dalam pernyataan ini. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa visi misi dan strategi pimpinan di Biro Bina 
Mental dan Spiritual sudah sesuai atau sejalan dengan apa yang telah di 
terapkan di Pemprov Sulsel mengenai e-government. 
IV.2.3.1.2   Analisis Variabel E-government  
 
Setelah dilakukan analisis validitas dari 12 instrumen untuk variabel E-
government (X). Maka data yang valid terdiri dari 9 instrumen, maka terdapat 
hasil sebagai berikut : 
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1. Bila setiap butir pernyataan mendapat skor tertinggi, yaitu : 5 x 9 x 35 
= 1.575 
2. Bila setiap butir pernyataan mendapat skor terendah, yaitu 1 x 9 x 35 
= 315 
Keterangan : 
Skor tertinggi  = 5 
Skor terendah  = 1 
Jumlah responden = 35 
Jumlah skor pengumpulan data variabel x  = 1.548 
Rata-rata skor ideal = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 = 
1.575
35
 = 45 
Menurut 35 responden mengenai e-governent, yaitu : 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑥
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
 x 100% = 
1.548
1.575
 x 100% = 98,2% 
Dari hasil 98,2 persen yang ditetapkan, hal ini secara kontinum dapat 
dibuat kategori (Sugiyono, 2010:110), sebagai berikut : 
Gambar IV.2 
Kontinum Interprestasi Skor 
 
      0    20%        40%     60     80%       100% 
        98,2% 
 
         Sangat buruk      buruk    cukup baik     baik      sangat baik 
 
Keterangan interprestasi skor : 
  Angka 0% - 20% = sangat buruk 
  Angka 21% - 40% = buruk 
  Angka 41% - 60% = cukup baik 
  Angka 61% - 80% = baik 
  Angka 81% - 100% = sangat baik 
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 Dari perhitungan dan keterangan dambar diatas dapat diketahui bahwa e-
government yang sudah di terapkan di Biro Bina Mental dan Spiritual Prov. Sulsel 
dalam rangka mendisiplinkan pegawai pegawai sudah sangat baik. Hal ini terlihat 
dari nilai 98,2 persen termasuk kategori sangat baik. Dapat dikatakan sangat baik 
karena pernyataan yang diberikan oleh peneliti mengenai penerapan e-
government rata-rata menjawab setuju. Secara kontinum dapat digambarkan 
sebagai berikut : 
Gambar IV.3 
Kategori Penilaian Penerapan E-government 
 
      1.548 
 
 
   5   4     3    2           1 
  1.575           1.260    945   630         315 
 
  Keterangan : 5 = Sangat setuju 
    4 = Setuju 
    3 = Cukup setuju 
    2 = Tidak setuju 
    1 = Sangat tidak setuju 
 
 
IV.2.3.3 Penyajian Data Variabel Disiplin Pegawai  
IV.2.3.3.1 Indikator Pelaksanaan Disiplin Pegawai 
1. Tujuan dan Kemampuan 
Terdapat 2 pernyataan yang berhubungan dengan indikator tujuan dan 
kemampuan, antara lain : 
Pertama, kedisiplinan pegawai Pemprov Sulsel sejalan dengan tujuan 
organisasi. Responden menjawab sebagai berikut : 
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Tabel IV.23 
Kedisiplinan Pegawai Sejalan Dengan Tujuan Organisasi 
 
 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 2 5,7 5,7 5,7 
3 7 20,0 20,0 25,7 
4 17 48,6 48,6 74,3 
5 9 25,7 25,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
 
Dari tabel IV.23 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang setuju 
sebanyak 17 responden atau 48,6 persen, sangat setuju sebanyak 9 responden 
atau 25,7 persen, cukup setuju sebanyak 7 responden atau 20,0 persen, tidak 
setuju sebanyak 2 responden atau 5,7 persen. Dari jawaban responden di atas 
dapat diketahui bahwa terdapat 2 responden yang tidak setuju dengan 
pernyataan kedisiplinan pegawai Pemprov Sulsel sejalan dengan tujuan 
organisasi, karena masih ada pegawai yang beranggapan kalau kedisiplinan 
pegawai pemprov belum sejalan dengan tujuan organisasi yang ada, oleh karena 
itu masih ada pegawai yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 
Kedua, Disiplin pegawai Pemprov Sulsel sangat di tentukan oleh 
kemampuan kerja pegawai. Responden menjawab sebagai berikut : 
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Tabel IV.24 
Disiplin Pegawai Ditentukan Oleh Kemampuan Kerja Pegawai 
 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 1 2,9 2,9 2,9 
3 11 31,4 31,4 34,3 
4 19 54,3 54,3 88,6 
5 4 11,4 11,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
 
 Jika pegawai mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan maka 
pegawai akan lebih disiplin. Dilihat dari tabel IV.24 dapat diketahui bahwa 
jawaban responden yang menjawab setuju sebanyak 19 responden atau 54,3 
persen, yang menjawab cukup setuju sebanyak 11 responden atau 31,4 persen, 
yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 responden atau 11,4 persen dan yang 
menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden atau 2,9 persen. berdasarkan 
jawaban diatas dapat kita simpulkan bahwa pegawai setuju dengan pernyataan 
disiplin pegawai Pemprov Sulsel sangat ditentukan oleh kemampuan kerja 
pegawai, karena menurut responden disiplin pegawai itu sangat ditentukan oleh 
oleh kemampuan kerja para pegawai. 
 Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator tujuan dan kemampuan yang 
berdasarkan teori Hasibuan dan bertumpu pada metodologi riset yang 
digunakan: 
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Tabel IV.25 
Frekuensi Indikator Tujuan dan Kemampuan 
 
 
 
No 
 
Pilihan  
Jawaban 
Responden 
Frekuensi Jawaban 
Responden Per 
Indikator Pertanyaan 
Nomor 
 
 
Jumlah 
 
 
% 
1 2 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
9 
17 
7 
2 
0 
4 
19 
11 
1 
0 
13 
36 
18 
3 
0 
18,6% 
51,4% 
25,8% 
4,2% 
0 
Total 35 35 70 100% 
 Sumber : Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 1 dan 2, Januari 2016 
 
 Berdasarkan tabel IV.25 dapat dilihat bahwa dari 35 responden terdapat 
18,6 persen yang menjawab nomor 5, 51,4 persen responden yang menjawab 
nomor 4, 25,8 persen yang menjawab nomor 3 dan 4,2 persen yang menjawab 
nomor 2. Sehingga dalam teori Hasibuan tentang disiplin pegawai pada indikator 
tujuan dan kemampuan dapat dikatakan baik dalam pernyataan ini. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa disiplin pegawai di Biro Bina Mental dan Spiritual bisa 
dikatakan baik,karena hampir semua pegawai setuju kalau disiplin pegawai 
ditentukan oleh kemampuan kerja pegawai. 
 
2. Teladan Pimpinan 
Terdapat 2 pernyataan yang berhubungan dengan indikator teladan 
pimpinan, antara lain : 
Pertama, kedisiplinan pegawai Pemprov Sulsel sangat ditentukan oleh 
pimpinan yang berdisiplin baik. Responden menjawab sebagai berikut : 
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     Tabel IV.26 
    Kedisiplinan Pegawai Ditentukan Oleh Pimpinan Yang Berdisiplin Baik 
 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3 4 11,4 11,4 11,4 
4 7 20,0 20,0 31,4 
5 24 68,6 68,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
 
 Berdasarkan tabel IV.26 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang 
sangat setuju sebanyak 24 responden atau 68,6 persen, yang setuju sebanyak 7 
responden atau 20,0 persen dan yang cukup setuju sebanyak 4 responden atau 
11,4 persen dengan pernyataan bahwa kedisiplinan pegawai Pemprov Sulsel 
sangat ditentukan oleh pimpinan yang berdisiplin baik. Dari jawaban diatas dapat 
dilihat bahwa pimpinan yang berdisiplin baik sangat berpengaruh pada tingkat 
kedisiplinan pegawai. 
 Kedua, pimpinan kantor yang berdisiplin baik dapat menjadikan panutan 
bagi pegawai. Responden menjawab sebagai berikut : 
Tabel IV.27 
Pimpinan Berdisiplin Baik Sebagai Panutan Pegawai 
 
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
4 11 31,4 31,4 31,4 
5 24 68,6 68,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
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 Pegawai akan disiplin jika pimpinannya juga berdisiplin baik. Dari tabel 
IV.27 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang sangat setuju sebanyak 24 
responden atau 68,6 persen dan responden yang menjawab setuju sebanyak 11 
responden atau 31,4 persen. hal ini menunjukan bahwa semua pegawai setuju 
dengan pernyataan pimpinan kantor yang berdisiplin baik dapat menjadikan 
panutan bagi pegawai, karena pegawai akan melihat contoh dari pemimpin 
mereka, jika pemimpin mereka memang berdisiplin baik para pegawai pun akan 
melakukan hal yang sama begitu pun sebaliknya. Oleh karena itu semua 
pegawai menjawab setuju dengan pernyataan tersebut. 
 Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator balas jasa yang berdasarkan 
teori Hasibuan dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan : 
 
Tabel IV.28 
Frekuensi Indikator Teladan Pimpinan 
 
 
 
No 
 
Pilihan  
Jawaban 
Responden 
Frekuensi Jawaban 
Responden Per 
Indikator Pertanyaan 
Nomor 
 
 
Jumlah 
 
 
% 
3 4 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
24 
7 
4 
0 
0 
24 
11 
0 
0 
0 
48 
18 
4 
0 
0 
68,5% 
25,8% 
5,7% 
0 
0 
Total 35 35 70 100% 
 Sumber : Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 3 dan 4, Januari 2016 
 
 Berdasarkan tabel IV.28 dapat dilihat bahwa dari 35 responden terdapat 
68,5 persen yang menjawab nomor 5, 25,8 persen responden yang menjawab 
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nomor 4, dan 5,7 persen yang menjawab nomor 3. Sehingga dalam teori 
Hasibuan tentang disiplin pegawai pada indikator teladan pimpinan dapat 
dikatakan sangat baik dalam pernyataan ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
disiplin pegawai di Biro Bina Mental dan Spiritual bisa dikatakan sangat 
baik,karena menurut pegawai mereka sangat membutuhkan pimpinan yang 
memberikan contoh ke pada bawahannya yang berdisiplin baik agar semua 
pegawai dapat mengikuti pimpinan tersebut. 
3. Balas Jasa 
 
Terdapat 3 pernyataan yang berhubungan dengan indikator balas jasa, 
antara lain : 
Pertama, balas jasa sangat berperan penting untuk menciptakan 
kedisiplinan pegawai. Responden menjawab sebagai berikut : 
 
Tabel IV.29 
Balas Jasa Berperan Penting dalam Kedisiplinan Pegawai 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 1 2,9 2,9 2,9 
2 4 11,4 11,4 14,3 
3 16 45,7 45,7 60,0 
4 13 37,1 37,1 97,1 
5 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
 
 Berdasarkan tabel IV.29 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang 
cukup setuju sebanyak 16 responden atau 45,7 persen, responden yang 
menjawab setuju sebanyak 13 responden atau 37,1 persen, responden yang 
 
 
89 
 
menjawab tidak setuju sebanyak 4 responden atau 11,4 persen dan responden 
yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 2,9 persen. 
dapat dilihat dari jawaban yang beraneka ragam dari responden terbukti bahwa 
masih ada responden yang tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan 
pernyataan balas jasa sangat berperan penting untuk menciptakan kedisiplinan 
pegawai, karena menurut responden tersebut kalau kedisiplinan tidak hanya 
diukur dari balas jasa yang telah diberikan, akan tetapi kedisiplinan akan terjadi 
jika memang ada kesadaran dari pegawai itu sendiri. 
 Kedua, kompensasi dalam bentuk gaji dapat mendisiplinkan pegawai. 
Responden menjawab sebagai berikut : 
 
Tabel IV.30 
Kompensasi Gaji dapat Mendisiplinkan Pegawai 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3 14 40,0 40,0 40,0 
4 17 48,6 48,6 88,6 
5 4 11,4 11,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
 
 Dari tabel IV.30 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang setuju 
sebanyak 17 responden atau 48,6 persen, responden yang menjawab cukup 
setuju sebanyak 14 responden atau 40,0 persen dan yang menjawab sangat 
setuju sebanyak 4 responden atau 11,4 persen. dari tabel tersebut, menunjukkan 
bahwa semua responden setuju dengan pernyataan yang mengatakan 
kompensasi dalam bentuk gaji dapat mendisiplinkan pegawai, karena 
kompensasi gaji tersebut sangat penting untuk mendisiplinkan pegawai. 
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 Ketiga, untuk mendisiplinkan para pegawai diperlukan balas jasa dalam 
bentuk insentif yang cukup. Responden menjawab sebagai berikut : 
 
Tabel IV.31 
Mendisiplinkan Pegawai dalam bentuk Insentif yang Cukup 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 1 2,9 2,9 2,9 
3 15 42,9 42,9 45,7 
4 15 42,9 42,9 88,6 
5 4 11,4 11,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
  Sumber : Data Primer, 2016 (Pernyataan No. 7) 
 
 Motivasi seorang pegawai untuk disiplin salah satunya dengan adanya 
insentif. Dari tabel IV.31 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang menjawab 
cukup setuju sebanyak 15 responden atau 42,9 persen, yang menjawab setuju 
sebanyak 15 responden atau 42,9 persen, yang menjawab sangat setuju 
sebanyak 4 responden atau 11,4 persen dan yang menjawab tidak setuju 
sebanyak 1 responden atau 2,9 persen. hal ini menunjukkan bahwa 34 
responden insentif yang diberikan kepada pegawai dapat mendorong sikap 
disiplin. Akan tetapi, bagi 1 responden insentif yang diberikan tidak cukup dan 
berpengaruh terhadap sikap disiplin pegawai, karena menurut pegawai tersebut 
ada saja pegawai yang mendapat insentif besar tetapi disiplinnya rendah. 
 Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator balas jasa yang berdasarkan 
teori dari Hasibuan dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan : 
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Tabel IV.32 
Frekuensi Indikator Balas Jasa 
 
 
No 
 
Pilihan  
Jawaban 
Responden 
Frekuensi Jawaban 
Responden Per Indikator 
Pertanyaan Nomor 
 
 
Jumlah 
 
 
% 
5 6 7 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
13 
16 
4 
1 
4 
17 
14 
0 
0 
4 
15 
15 
1 
0 
9 
45 
45 
5 
1 
8,6% 
42,8% 
42,8% 
4,8% 
1% 
Total 35 35 35 105 100% 
 Sumber : Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 5,6 dan 7, Januari 2016 
 
Berdasarkan tabel IV.32 dapat dilihat bahwa dari 35 responden terdapat 
8,6 persen yang menjawab nomor 5, 42,8 persen responden yang menjawab 
nomor 4, 42,8 persen yang menjawab nomor 3, 4,8 persen yang menjawab 
nomor 2 dan 1 persen yang menjawab nomor 1. Sehingga dalam teori Hasibuan 
tentang disiplin pegawai pada indikator balas jasa dapat dikatakan baik dalam 
pernyataan ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa disiplin pegawai di Biro Bina 
Mental dan Spiritual bisa dikatakan baik,karena hampir semua pegawai setuju 
dengan semua pernyataan tentang balas jasa, yang akan lebih disiplin jika gaji 
dan insentif mereka terpenuhi. 
4. Keadilan 
Terdapat 1 pernyataan yang berhubungan dengan indikator keadilan, 
antara lain : 
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Perlakuan yang sama terhadap semua pegawai dapat meningkatkan 
kedisiplinan pegawai. Responden menjawab sebagai berikut : 
 
Tabel.33 
Perlakuan yang sama Terhadap semua Pegawai Meningkatkan Kedisiplinan 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 1 2,9 2,9 2,9 
3 5 14,3 14,3 17,1 
4 14 40,0 40,0 57,1 
5 15 42,9 42,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
 
 Berdasarkan tabel IV.33 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang 
sangat setuju sebanyak 15 responden atau 42,9 persen, responden yang 
menjawab setuju sebanyak 14 responden atau 40,0 persen, responden yang 
menjawab cukup setuju sebanyak 5 responden atau 14,3 persen dan responden 
yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden atau 2,9 persen. Dari tabel 
diatas dapat dilihat bahwa hampir semua pegawai yang sangat setuju dengan 
pernyataan tersebut, karena dengan perlakuan yang sama kepada semua 
pegawai dapat memotivasi pegawai untuk menjadi lebih rajin dalam bekerja dan 
juga lebih disiplin. 
 Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator keadilan yang berdasarkan 
teori dari Hasibuan dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan : 
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Tabel IV.34 
Frekuensi Indikator Keadilan 
 
 
 
No 
 
 
Pilihan  
Jawaban 
Responden 
Frekuensi Jawaban 
Responden Per 
Indikator Pertanyaan 
Nomor 
 
 
 
Jumlah 
 
 
 
% 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
15 
14 
5 
1 
0 
15 
14 
5 
1 
0 
42,8% 
40% 
14,2% 
3% 
0 
Total 35 35 100% 
 Sumber : Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 8, Januari 2016 
 
 Berdasarkan tabel IV.34 dapat dilihat bahwa dari 35 responden terdapat 
42,8 persen yang menjawab nomor 5, 40 persen responden yang menjawab 
nomor 4, 14,2 persen yang menjawab nomor 3 dan 3 persen yang menjawab 
nomor 3. Sehingga dalam teori Hasibuan tentang disiplin pegawai pada indikator 
keadilan dapat dikatakan baik dalam pernyataan ini. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa disiplin pegawai di Biro Bina Mental dan Spiritual bisa dikatakan 
baik,karena dengan perlakuan yang sama kepada semua pegawai dapat 
memotivasi pegawai untuk menjadi lebih rajin dalam bekerja dan juga lebih 
disiplin. 
 
5. Pengawasan Melekat 
Terdapat 1 pernyataan yang berhubungan dengan indikator Pengawasan 
Melekat, yaitu : 
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Pengawasan sikap oleh pimpinan sangat penting dalam mendisiplinkan 
pegawai dalam bekerja. Responden menjawab sebagai berikut : 
 
                                     Tabel IV.35 
Pengawasan Sikap oleh Pimpinan dalam Mendisiplinkan Pegawai dalam 
Bekerja 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3 3 8,6 8,6 8,6 
4 13 37,1 37,1 45,7 
5 19 54,3 54,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
 
 Berdasarkan tabel IV.35 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang 
sangat setuju sebanyak 19 responden atau 54,3 persen, responden yang setuju 
sebanyak 13 responden atau 37,1 persen dan responden yang cukup setuju 
sebanyak 3 responden atau 8,6 persen. dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa 
bagi responden pengawasan sikap oleh pimpinan sangat penting dalam 
mendisiplinkan pegawai dalam bekerja. Hal ini berarti, pengawasan sikap yang 
dilakukan oleh pimpinan sudah sesuai dengan pegawai sehingga banyak 
responden yang setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh pimpinan yang 
mengawasi sikap pegawai. 
 Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator pengawasan melekat yang 
berdasarkan teori Hasibuan dan bertumpu pada metodologii riset yang 
digunakan : 
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Tabel IV.36 
Frekuensi Indikator Pengawasan Melekat 
 
 
 
No 
 
 
Pilihan  
Jawaban 
Responden 
Frekuensi Jawaban 
Responden Per 
Indikator Pertanyaan 
Nomor 
 
 
 
Jumlah 
 
 
 
% 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
19 
13 
3 
0 
0 
19 
13 
3 
0 
0 
54,3% 
37,1% 
8,6% 
0 
0 
Total 35 35 100% 
Sumber : Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 9, Januari 2016 
 
 Berdasarkan tabel IV.36 dapat dilihat bahwa dari 35 responden terdapat 
54,3 persen yang menjawab nomor 5, 37,1 persen responden yang menjawab 
nomor 4, dan 8,6 persen yang menjawab nomor 3,. Sehingga dalam teori 
Hasibuan tentang disiplin pegawai pada indikator pengawasan melekat dapat 
dikatakan sangat baik dalam pernyataan ini. dari tabel tersebut, menunjukkan 
bahwa bagi responden pengawasan sikap oleh pimpinan sangat penting dalam 
mendisiplinkan pegawai dalam bekerja. Hal ini berarti, pengawasan sikap yang 
dilakukan oleh pimpinan sudah sesuai dengan pegawai sehingga banyak 
responden yang setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh pimpinan yang 
mengawasi sikap pegawai. 
 
6. Sanksi Hukum 
Terdapat 2 pernyataan yang berhubungan dengan indikator Sanksi 
Hukum, antara lain : 
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Pertama, sanksi hukuman sangat mendukung untuk mendisiplinkan 
pegawai 
 
           Tabel IV.37 
       Sanksi Hukuman untuk Mendisiplinkan Pegawai 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3 5 14,3 14,3 14,3 
4 9 25,7 25,7 40,0 
5 21 60,0 60,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
 
  
Dari tabel IV.37 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang sangat 
setuju sebanyak 21 responden atau 60,0 persen, yang setuju sebanyak 9 
responden atau 25,7 persen dan yang cukup setuju sebanyak 5 responden atau 
14,3 persen. Hal ini menunjukkan seluruh pegawai di Biro Bina dan Spiritual 
sangat setuju dangan sanksi hukuman yang ada, karena dengan adanya sanksi 
yang telah diterapkan akan membuat pegawai menjadi disiplin dalam bekerja dan 
dengan adanya sanksi hukuman dapat mengurangi para pegawai yang datang 
tidak tepat waktu dan tidak disiplin dalam bekerja. 
 
Kedua, peraturan pemerintah yang ada dapat mendisiplinkan pegawai. 
Responden menjawab sebagai berikut : 
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Tabel IV.38 
Peraturan Pemerintah dapat Mendisiplinkan Pegawai 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 1 2,9 2,9 2,9 
3 9 25,7 25,7 28,6 
4 10 28,6 28,6 57,1 
5 15 42,9 42,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
 
  
Berdasarkan tabel IV.38 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang 
sangat setuju sebanyak 15 responden atau 42,9 persen, setuju sebanyak 10 
responden atau 28,6 persen, cukup setuju sebanyak 9 responden atau 25,7 
persen dan tidak setuju sebanyak 1 responden atau 2,9 persen. Dari tabel 
tersebut, menunjukkan bahwa pegawai setuju jika dengan adanya peraturan 
pemerintah dapat mendisiplinkan pegawai, tetapi menurut 1 pegawai tidak setuju 
dengan peraturan pemerintah yang mendisiplinkan pegawai. Menurut pegawai 
tersebut dengan adanya peraturan pemerintah jika pegawai tersebut tidak 
merubah dirinya sendiri tidak akan berpengaruh dengan peraturan pemerintah 
yang ada. 
 Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator sanksi hukum yang 
berdasarkan teori dari Hasibuan dan bertumpu pada metodologi riset yang 
digunakan : 
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Tabel IV.39 
Frekuensi Indikator Sanksi Hukum 
 
 
No 
 
Pilihan  
Jawaban 
Responden 
Frekuensi Jawaban 
Responden Per Indikator 
Pertanyaan Nomor 
 
 
Jumlah 
 
 
% 
10 11 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
21 
9 
5 
0 
0 
15 
10 
9 
1 
0 
36 
19 
14 
1 
0 
51,4% 
27,1% 
20% 
1,5% 
0 
Total 35 35 70 100% 
 Sumber : Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 10 dan 11, Januari 2016 
 
 Berdasarkan tabel IV.39 dapat dilihat bahwa dari 35 responden terdapat 
51,4 persen yang menjawab nomor 5, 27,1 persen responden yang menjawab 
nomor 4, 20 persen yang menjawab nomor 3, dan 1,5 persen yang menjawab 
nomor 2. Sehingga dalam teori Hasibuan tentang disiplin pegawai pada indikator 
sanksi hukum dapat dikatakan sangat baik dalam pernyataan ini. Dari tabel 
tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin pegawai di Biro Bina Mental dan 
Spiritual di Prov. Sulsel bisa dikatakan sangat baik, karena hampir keseluruhan 
pegawai disiplin dikarenakan  pegawai Biro Bina Mental dan Spiritual Prov. 
Sulsel siap menerima hukuman atau sanksi dari pimpinan bila melanggar 
peraturan instansi dan berarti pegawai disiplin pada peraturan yang berlaku di 
Biro Bina Mental dan Spiritual Prov. Sulsel. Hal ini terbukti dari segi presentase 
yang ada pada tabel tersebut. 
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7. Ketegasan  
Terdapat 1 pernyataan yang berhubungan dengan indikator Ketegasan, 
antara lain: 
Pimpinan yang berani bertindak tegas dalam menegur dan memberikan 
hukuman kepada pegawai yang melanggar peraturan dapat mendisiplinkan 
dalam bekerja. Responden menjawab sebagai berikut : 
 
Tabel IV.40 
Pimpinan Berani Bertindak Tegas Dalam Memberikan Hukuman 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 1 2,9 2,9 2,9 
3 7 20,0 20,0 22,9 
4 15 42,9 42,9 65,7 
5 12 34,3 34,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
 
 Pimpinan selain memberikan contoh yang baik kepada bawahan, harus 
dapat bersikap tegas kepada bawahan yang melanggar dengan memberikan 
sanksi yang sesuai pelanggarannya. Dari tabel IV.40 tersebut dapat dilihat 
bahwa responden yang setuju sebanyak 15 responden atau 42,9 persen, 
responden yang sangat setuju sebanyak 12 responden atau 34,3 persen, 
responden yang cukup setuju sebanyak 7 responden atau 20,0 persen dan 
responden yang tidak setuju sebanyak 1 responden atau 2,9 persen. Dari tabel 
tersebut, berarti pegawai setuju bila pimpinan bersikap tegas dalam memberikan 
hukuman kepada pegawai yang melanggar peraturan instansi. Hal ini pula 
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menunjukan bahwa pimpinan Biro Bina Mental dan Spiritual Prov. Sulsel siap 
memberikan hukuman kepada pegawai yang melanggar peraturan atau yang 
tidak disiplin dalam bekerja. 
 Berikut ini hasil frekuensi dari indikator Ketegasan yang berdasarkan teori 
dari Hasibuan dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan : 
 
Tabel IV.41 
Frekuensi Indikator Ketegasan 
 
 
 
 
No 
 
 
Pilihan  
Jawaban 
Responden 
Frekuensi Jawaban 
Responden Per 
Indikator Pertanyaan 
Nomor 
 
 
 
Jumlah 
 
 
 
% 
12 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
12 
15 
7 
1 
0 
12 
15 
7 
1 
0 
34,2% 
42,8% 
20% 
3% 
0 
Total 35 35 100% 
 Sumber : Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 12, Januari 2016 
 
 Berdasarkan tabel IV.41 dapat dilihat bahwa dari 35 responden terdapat 
34,2 persen yang menjawab nomor 5, 42,8 persen responden yang menjawab 
nomor 4, 20 persen yang menjawab nomor 3, dan 3 persen yang menjawab 
nomor 2. Sehingga dalam teori Hasibuan tentang disiplin pegawai pada indikator 
ketegasan dapat dikatakan baik dalam pernyataan ini. Dari tabel tersebut, berarti 
pegawai setuju bila pimpinan bersikap tegas dalam memberikan hukuman 
kepada pegawai yang melanggar peraturan instansi. Hal ini pula menunjukan 
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bahwa pimpinan Biro Bina Mental dan Spiritual Prov. Sulsel siap memberikan 
hukuman kepada pegawai yang melanggar peraturan atau yang tidak disiplin 
dalam bekerja. 
 
8. Hubungan Kemanusiaan 
Terdapat 2 pernyataan yang berhubungan dengan indikator Hubungan 
Kemanusiaan, antara lain : 
Pertama, Lingkungan yang harmonis dapat memotivasi pegawai menjadi 
disiplin. Responden menjawab sebagai berikut : 
 
Tabel IV.42 
Lingkungan Harmonis dapat Memotivasi Pegawai Menjadi Disiplin 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 1 2,9 2,9 2,9 
3 8 22,9 22,9 25,7 
4 15 42,9 42,9 68,6 
5 11 31,4 31,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
 
 Dari tabel IV.42 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang setuju 
sebanyak 15 responden atau 42,9 persen, responden yang sangat setuju 
sebanyak 11 responden atau 31,4 persen, responden yang cukup setuju 
sebanyak 8 responden atau 22,9 persen, dan responden yang tidak setuju 
sebanyak 1 responden atau 2,9 persen. Dari tabel tersebut, menunjukan bahwa 
lingkungan harmonis akan membuat pegawai Biro Bina Mental dan Spiritual lebih 
disiplin. Hal ini bisa tercipta bila pimpinan dan pegawainya bekerjasama untuk 
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menciptakan lingkungan yang harmonis sehingga dapat memotivasi pegawai 
menjadi lebih disiplin. 
 Kedua, kedisiplinan akan tercipta jika suasana kerja yang nyaman dan 
harmonis. Responden menjawab sebagai berikut : 
 
Tabel IV.43 
Suasana Kerja Nyaman dan Harmonis dapat Menciptakan Kedisiplinan 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3 3 8,6 8,6 8,6 
4 13 37,1 37,1 45,7 
5 19 54,3 54,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
 
 Untuk menciptakan kedisiplinan di sebuah kantor, dibutuhkan suasana 
kerja yang nyaman dan harmonis, harmonis sesama pegawai maupun kepada 
pemimpin. Dari tabel IV.43 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang sangat 
setuju sebanyak 19 responden atau 54,3 persen, responden yang setuju 
sebanyak 13 responden atau 37,1 persen dan responden yang cukup setuju 
sebanyak 3 responden atau 8,6 persen. dari tabel tersebut, menunjukan bahwa 
menurut responden suasana kerja yang nyaman dan harmonis akan membuat 
pegawai Biro Bina Mental dan Spiritual akan lebih disiplin. Hal ini akan tersebut 
jika terdapat kerjasama yang baik antara para pegawai dan pemimpin agar 
tercipta suasana kerja yang nyaman dan harmonis. 
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 Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator hubungan kemanusiaan yang 
berdasarkan teori dari Hasibuan dan bertumpu pada metodologi riset yang 
digunakan : 
 
Tabel IV.44 
Frekuensi Indikator Hubungan Kemanusiaan 
 
 
 
No 
 
Pilihan  
Jawaban 
Responden 
Frekuensi Jawaban 
Responden Per Indikator 
Pertanyaan Nomor 
 
 
Jumlah 
 
 
% 
13 14 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
11 
15 
8 
1 
0 
19 
13 
3 
0 
0 
30 
28 
11 
1 
0 
42,8% 
40% 
15,7% 
1,5% 
0 
Total 35 35 70 100% 
 Sumber : Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 13 dan 14, Januari 2016 
 
 Berdasarkan tabel IV.44 dapat dilihat bahwa dari 35 responden terdapat 
42,8 persen yang menjawab 5, 40 persen responden yang menjawab 4, 15,7 
persen yang menjawab 3, dan 1,5 persen yang menjawab 2. Sehingga dalam 
teori Hasibuan tentang disiplin pegawai pada indikator hubungan kemanusiaan 
dapat dikatakan baik dalam pernyataan ini. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan 
bahwa disiplin pegawai di Biro Bina Mental dan Spiritual di Prov. Sulsel bisa 
dikatakan baik, karena hampir keseluruhan pegawai disiplin dikarenakan 
hubungan kemanusiaan sesama pegawai maupun kepada pimpinan baik. Hal ini 
terbukti dari segi presentase yang ada pada tabel tersebut. 
 
 
104 
 
IV.2.3.2   Analisis Variabel Disiplin Pegawai  
Setelah dilakukan analisis validitas dari 14 instrumen untuk variabel 
Disiplin pegawai (Y). Maka data yang valid terdiri dari 10 instrumen, maka 
terdapat hasil sebagai berikut : 
1. Bila setiap butir pernyataan mendapat skor tertinggi, yaitu : 5 x 10 x 
35 = 1.750 
2. Bila setiap butir pernyataan mendapat skor terendah, yaitu 1 x 10 x 35 
= 350 
Keterangan : 
Skor tertinggi  = 5 
Skor terendah  = 1 
Jumlah responden = 35 
Jumlah skor pengumpulan data variabel y  = 1.694 
Rata-rata skor ideal = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 = 
1.750
35
 = 50 
Menurut 35 responden mengenai disiplin pegawai, yaitu : 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑦
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
 x 100% = 
1.694
1.750
 x 100% = 96,8% 
 Dari hasil 96,8 persen yang ditetapkan, hal ini secara kontinum 
dapat dibuat kategori (Sugiyono, 2010:110), sebagai berikut : 
Gambar IV.4 
Kontinum Interprestasi Skor 
   0           20%         40%       60%    80%          100% 
 
           96,8% 
         Sangat buruk      buruk cukup baik   baik  sangat baik 
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Keterangan interprestasi skor : 
  Angka 0% - 20% = sangat buruk 
  Angka 21% - 40% = buruk 
  Angka 41% - 60% = cukup baik 
  Angka 61% - 80% = baik 
  Angka 81% - 100% = sangat baik 
 
 Dari perhitungan dan keterangan gambar di atas dapat diketahui bahwa 
disiplin pegawai di kantor Biro Bina Mental dan Spiritual Prov. Sulsel dalam 
meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam kehadiran maupun pekerjaan sudah 
sangat baik. Hal ini terlihat dari nillai 96,8 persen termasuk dalam kategori sangat 
baik. Dapat dikatakan sangat baik karenan pernyataan yang diberikan oleh 
peneliti mengenai disiplin pegawai rata-rata menjawab setuju. Secara kontinum 
dapat digambarkan sebagai berikut : 
 
Gambar IV.5 
Kategori Penilaian Disiplin Pegawai 
 
         1.694 
 
 
           5           4            3   2     1 
        1.750         1.400          1.050  700  350 
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 Keterangan : 5 = Sangat setuju 
   4 = Setuju 
   3 = Cukup setuju 
   2 = Tidak setuju 
   1 = Sangat tidak setuju 
 
IV.3  Pengujian Hipotesis 
IV.3.1  Uji Koefisien Korelasi 
 Dalam penelitian ini koefisien korelasi yang digunkanan adalah koefisien 
korelasi product moment. Berikut ini pengujian koefisien korelasi product moment 
dengan menggunakan SPSS versi 21 : 
 
Tabel IV.45 
Koefisien Korelasi Product Moment 
 
Correlations 
 X Y 
X 
Pearson Correlation 1 ,573 
Sig. (2-tailed)  ,005 
N 35 35 
Y 
Pearson Correlation ,573 1 
Sig. (2-tailed) ,005  
N 35 35 
    Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
 
 
 Berdasarkan tabel IV.45 diatas dapat diketahui bahwa terdapat hubungan 
positif sebesar 0,573 antara e-government (X) terhadap disiplin pegawai (Y). 
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Untuk memberikan interprestasi koefisien korelasi, dapat dibandingkan dengan 
tabel sebagai berikut : 
Tabel IV.46 
Pedoman untuk memberikan interprestasi Koefisien Korelasi 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 Sangat Rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,000 Sangat Kuat 
  Sumber : Sugiyono, 2010 
 
 Mengacu pada tabel pedoman interprestasi terhadap koefisien, maka 
koefisien korelasi antara e-government (X) dan disiplin pegawai (Y) adalah 
sedang karena koefisien korelasinya menunjukkan angka 0,573 yang tergolong 
interval koefisien antara 0,40 – 0,599. 
 Korelasi antara X dan Y sebesar 0,573, artinya terdapat korelasi sedang 
antara e-government (X) dan disiplin pegawai (Y), dengan arah positif. Dari 
perbandingan tersebut 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ternyata menunjukkan angka sebesar 0,573 lebih 
besar dari pada 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (95% = 0.05) (dk = n – 2 = 35 – 2 = 33) sehingga 
menunjukkan angka sebesar 0,3338. Jadi, jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ditolak 
dan 𝐻𝑎 diterima, artinya terdapat hubungan yang sedang antara e-government 
(X) dan disiplin pegawai (Y). 
 
IV.3.2  Uji Koefisien Determinan 
 Untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel e-government (X) 
terhadap variabel disiplin pegawai (Y), kemudian dapat dilakukan dengan cara 
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menghitung koefisien yang ditentukan. Berikut adalah Model Summary 
berdasarkan hasil pengolahan data melalui SPSS versi 21. 
 
Tabel IV.47 
Koefisien Determinan 
 
 
 
 
 
 Berdasarkan tabel IV.45 Koefisien korelasi product moment  adalah 
sebesar 0,573, 𝑅𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 adalah koefisien determinan yang didapat hasil sebesar 
0,328 berarti kontribusi variabel e-government (X) terhadap variabel disiplin 
pegawai (Y)  kecil yaitu sebesar 32,8 persen dan sisanya 67,2 persen 
dipengaruhi faktor-faktor lain. Hal ini menunjukkan hubungan kedua variabel 
lemah karena semakin kecil angka 𝑟𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 semakin lemah hubungan kedua 
variabel. 
 
IV.3.3  Regresi Linear Sederhana 
 Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel e-government 
(X) dengan variabel disiplin pegawai (Y), maka menggunakan rumus regresi 
linear sebagai berikut : 
 
  Rumus : 𝑌1 = a + bX 
Keterangan : 
 𝑌1 = Subjek atau nilai dalam dependen yang diprediksikan. 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,573a ,328 ,317 3,907 
Sumber : Pengolahan data primer, Januari 2016 
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    a = Harga Y, apabila X = 0 (harfa konstan). 
    b  = Angka arah atau koefisien korelasi yang menunjukkan 
angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang 
didasarkan variabel independen. Bila b (+) maka naik,bila (-) maka terjadi 
penurunan. 
     X  = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai  
tertentu. 
Berdasarkan hasil pengolahan data analisi regresi linear 
sederhana melalui SPSS versi 21, maka diperoleh nilai (a) dab (b), yaitu : 
 
Tabel IV.48 
Regresi Linear Sederhana 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients  Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 47,087 7,072  6,658 ,000 
X ,233 ,159 ,246 3,441 ,005 
a. Dependent Variable: Y 
  Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
 
 Berdasarkan tabel IV.48 diatas maka dapat dilihat α = 47,087 dan β = 
0,233 kemudian disusun persamaan regresinya yaitu : 
 𝑌1 = a + bX 
 Y = 47,087 + 0,233X 
 Keterangan : 
 Y : Disiplin Pegawai 
 X : E-government 
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 α  : Konstanta sebesar 47,087, artinya jika e-government di kantor                
Biro Bina Mental dan Spiritual Prov. Sulsel (X) nilainya 0, maka nilai 
disiplin Pegawai di kantor Biro Bina Mental dan Spiritual (Y) nilainya 
positif sebesar 47,087. 
 β : Koefisien regresi linear sebesar 0,233, artinya jika e-government 
di kantor Biro Bina Mental dan Spiritual Prov. Sulsel (X) mengalami kenaikan 1, 
maka Disiplin pegawai di kantor Biro Bina Mental dan Spiritual Prov. Sulsel (Y) 
Mengalami peningkatan sebesar 0,233. 
 
 Selanjutnya untuk menentukan pengaruh antara e-government terhadap 
disiplin pegawai di kantor Biro Bina Mental dan Spiritual Prov. Sulsel, dapat 
dilihat perbandingannya antara skor dengan taraf kesalahan 0,05 (α = 5%). 
Adapun ketentuan tingkat signifikasi, yaitu P value (sign) > α = 𝐻0 diterima dan 
𝐻𝑎 ditolak, jadi dapat disimpulkan 𝐻0 P value (sign) < α = 𝐻0 ditolak, sedangkan 
𝐻𝑎 diterima. Lihat tabel koefisien di halaman sebelumnya bahwa nilai sign = 
0,005, itu berarti nilai P value : 0,05 = 0,005 < 0,05. Dari perhitungan ini berarti 
𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
antara e-government terhadap disiplin pegawai di kantor Biro Bina Mental dan 
Spiritual Prov. Sulawesi Selatan. 
 
IV.4  Interprestasi Hasil Penelitian 
 Dari hasil uji coba diatas diketahui interprestasi dari penelitian yang 
berjudul Pengaruh E-government Terhadap Disiplin Pegawai di Kantor Biro Bina 
Mental dan Spiritual Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu untuk menguji koefisien 
korelasi adalah jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar (≥) dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻𝑎 diterima dan 𝐻0 
ditolak. Sebaliknya jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar (≤) dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 diterima dan 
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𝐻𝑎 ditolak. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0,573 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0,3338 
maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima. 
 Untuk menghitung besarnya pengaruh antara e-government (X) dengan 
disiplin pegawai (Y), maka menggunakan rumus koefisien determinan (R square) 
Cd = 𝑟2 x 100% = 0,5732 x 100% = 32,8%. Artinya besarnya pengaruh e-
government (X) terhadap disiplin pegawai (Y) yaitu 32,8 persen dan sisanya 67,2 
persen dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Maka hipotesis 
yang dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara e-government (X) dengan 
disiplin pegawai (Y) dapat diterima atau tidak terdapat perbedaan antara yang 
diduga dengan data yang dikumpulkan dari sampel. 
 Untuk menghitung apakah ada pengaruh antara Variabel X (independen) 
dan variabel Y (dependen), maka menggunakan rumus regresi linear yaitu Y = 
47,087 + 0,233X. Artinya, nilai a adalah konstanta sebesar 47,087, jika e-
government (X) nilainya 0 (nol), maka tingkat disiplin pegawai (Y) nilainya positif 
sebesar 47,087, nilai b adalah koefisien regresi sebesar 0,233, berarti jika e-
government (X) mengalami kenaikan 1 (satu), maka tingkat disiplin pegawai 
mengalami peningkatan sebesar 0,233. Dari ketentuan tingkat signifikasi, yaitu 
𝐻0 P value (sign) ≤ α =  𝐻0 ditolak, sedangkan 𝐻𝑎 diterima. Lihat tabel koefisien 
di halaman sebelumnya bahwa nilai sign = 0,005, itu berarti nilai P value : 0,05 = 
0,005 < 0,05. Dari perhitungan ini berarti 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima. Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara e-government (X) dengan disiplin 
pegawai (Y) di kantor Biro Bina Mental dan Spiritual Provinsi Sulawesi Selatan. 
 Kemudian berdasarkan data yang diperoleh, skor ideal instrumen pada 
variabel X adalah 5 x 9 x 35 = 1.575. bila setiap butir mendapatkan skor terendah 
yaitu : 1 x 9 x 35 = 315, (5 = nilai tertinggi, 1 = nilai terendah, 9 = jumlah item 
pertanyaan yang valid, 35 = jumlah responden). Skor penelitian adalah skor 
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pengumpulan data variabel X 1.548. dengan demikian nilai pengaruh e-
government adalah 1.548 : 1.575 = 0,982 maka dalam presentase menjadi 98,2 
persen. 
 Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh, skor instrumen pada 
variabel Y adalah 5 x 10 x 35 = 1.750. bila setiap butir mendapatkan skor 
terendah, yaitu : 1 x 10 x 35 = 350 (5 = nilai tertinggi, 1 = nilai terendah, 10 = 
jumlah item pertanyaan yang valid, 35 = jumlah responden), skor penelitian 
adalah jumlah skor pengumpulan data variabel Y sebesar 1.694. Dengan 
demikian nilai disiplin pegawai di kantor Biro Bina Mental dan Spiritual Provinsi 
Sulawesi Selatan adalah 1.694 : 1.750 = 0,968 maka dalam presentase menjadi 
96,8 persen. 
 
IV.5 Pembahasan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan hipotesis, maka dapat 
diketahui bahwa terdapat pengaruh yang sedang dan signifikan antara e-
government terhadap disiplin pegawai di Kantor Biro Bina Mental dan Spiritual 
Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya peneliti mencoba menjawab rumusan 
masalah yang terdapat pada bab 1 (satu). Dan berdasarkan analisis di atas, 
maka jawaban atas pertanyaan perumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 
 
1. Bagaimana pelaksanaan E-government di Kantor Biro Bina Mental dan 
Spiritual Prov. Sulawesi Selatan ? 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kantor Biro 
Bina Mental dan Spiritual Provinsi Sulawesi Selatan, maka peneliti 
dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan e-government terbukti 
dari hasil observasi yang penulis lakukan dengan cara 
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membagikan kuesioner kepada pegawai. Dari hasil kuesioner 
tersebut banyak responden yang menjawab setuju dengan 
penerapan e-government, dapat dilihat dari hasil penelitian di atas 
dalam analisis e-government yang hasilnya 98,2% yang dalam 
artian penerapan e-government itu berarti sangat baik.  
 
2. Bagaimana pelaksanaan disiplin pegawai di Kantor Biro Bina Mental dan 
Spiritual Prov. Sulawesi Selatan ? 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kantor Biro 
Bina Mental dan Spiritual Provinsi Sulawesi Selatan, maka peneliti 
dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan disiplin pegawai terbukti 
dari hasil observasi yang penulis lakukan dengan cara 
membagikan kuesioner kepada pegawai. Dari hasil kuesioner 
tersebut banyak responden yang menjawab setuju dengan disiplin 
pegawai , dapat dilihat dari hasil penelitian di atas dalam analisis 
disiplin pegawai yang hasilnya 96,8%% yang dalam artian disiplin 
pegawai di kantor tersebut sangat baik. 
 
3. Seberapa besar pengaruh e-government terhadap disiplin pegawai di 
Kantor Biro Bina Mental dan Spiritual Prov. Sulawesi Selatan ? 
Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kantor Biro Bina Mental dan 
Spiritual Prov. Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh yang sedang. 
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Koefisien Korelasi Product Moment 
Correlations 
 X Y 
X 
Pearson Correlation 1 ,573 
Sig. (2-tailed)  ,005 
N 35 35 
Y 
Pearson Correlation ,573 1 
Sig. (2-tailed) ,005  
N 35 35 
        Sumber : pengolahan data primer, Januari 2016 
 
 
 
Korelasi antara X dan Y sebesar 0,573, artinya terdapat korelasi 
sedang antara e-government (X) dan disiplin pegawai (Y), dengan 
arah positif. Dari perbandingan tersebut 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ternyata 
menunjukkan angka sebesar 0,573 lebih besar dari pada 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
(95% = 0.05) (dk = n – 2 = 35 – 2 = 33) sehingga menunjukkan 
angka sebesar 0,3338. Jadi, jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ditolak 
dan 𝐻𝑎 diterima, artinya terdapat hubungan yang sedang antara e-
government (X) dan disiplin pegawai (Y).  
 
 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 32,562 2 32,562 4,532 ,005b 
Residual 503,609 33 15,261   
Total 536,171 35    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Dalam penelitian mengenai Pengaruh E-government Terhadap Disiplin 
Pegawai di Kantor Biro Bina Mental dan Spiritual Provinsi Sulawesi Selatan, 
maka peneliti menarik kesimpulan yang berdasarkan paparan dan bahasan 
pada bab sebelumnya, yaitu : 
1. Dari pelaksanaan E-government di Kantor Biro Bina Mental dan 
Spiritual Prov. Sulawesi Selatan ternyata setelah penulis melakukan 
penelitian, e-government berpengaruh sebanyak 98,2 persen atau 
bisa disebut sangat baik. 
2. Dari pelaksanaan Disiplin Pegawai di Kantor Biro Bina Mental dan 
Spiritual Prov. Sulawesi Selatan ternyata disiplin pegawai sudah 
terlaksana secara baik, hal ini terbukti dari hasil yang telah di dapat 
dari penulis setelah melakukan penelitian yaitu sebanyak 96,8 persen 
atau bisa dikatakan sangat baik. 
3. Pengaruh Penerapan E-government terhadap Disiplin Pegawai di 
Kantor Biro Bina Mental dan Spiritual hanya 32,8 persen, sedangkan 
faktor lain yang mempengaruhi disiplin pegawai selain e-government 
kemungkinan adalah pegawai datang ke Kantor Biro Bina Mental dan 
Spiritual harus melaksanakan kewajibannya yaitu menjalankan tugas 
dari pekerjaannya dan berdasarkan kesadaran masing-masing 
pegawai itu sendiri. Dan faktor lainnya yaitu pegawai yang datang dan 
pergi ke kantor tidak sesuai dengan jam yang ditentukan oleh kantor 
karena kurangnya pengawasan dari pimpinan kantor, dan tidak 
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adanya ketegasan pimpinan dalam memberikan sanksi kepada 
pegawai yang melanggar peraturan sehingga pegawai tidak disiplin 
sudah menjadi budaya para pegawai. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh E-government Terhadap 
Disiplin Pegawai di Kantor Biro Bina Mental dan Spiritual Provinsi Sulawesi 
Selatan, maka peneliti memberikan saran yaitu : 
 
1. Biro Bina Mental dan Spiritual merupakan bagian dari Sekretariat 
Daerah yang dimana Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu 
pimpinan Pemerintah Daerah yang jabatannya paling tinggi dalam 
pola karier Pegawai di Daerah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya 
memberikan contoh yang baik dan dapat ditunjukkan dengan disiplin 
dalam kerjaan, tepat waktu ke Kantor dan bekerja sesuai jam kerja 
dan tidak keluar Kantor disaat jam kerja. 
2. Dalam penerapan e-government seharusnya peraturan perizinan e-
government harus lebih lengkap dan mendetail agar para pegawai 
mengetahui bahwa e-government itu sangat penting dalam pekerjaan 
dan pimpinan kantor juga harus memperhatikan sumber daya 
manusia untuk mendukung penerapan e-government agar e-
government dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aspek 
hukum secara infrastruktur, karena menurut pegawai Biro Bina Mental 
dan Spiritual sumber daya manusia yang ada belum cukup memadai 
dan kurang mengetahui mengenai e-government. 
3. Diperlukan juga tenaga kerja yang handal atau yang mengetahui 
tentang e-government, agar e-government dapat berjalan lancar di 
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kantor maka sangat di perlukan tenaga kerja yang memang 
mengetahui tentang e-government, atau diperlukan juga sosialisasi 
kepada pegawai-pegawai mengenai bagaimana cara menggunakan 
e-government yang baik dan benar. Sehingga pegawai memahami 
bagaimana proses dalam menjalankan e-government tersebut. 
4. Untuk meningkatkan disiplin pegawai, hendaknya Pimpinan Biro Bina 
Mental dan Spiritual menjadi teladan dalam berdisiplin yang baik, dan 
juga pimpinan tersebut harus memantau, meninjau, dan memperbaiki 
jika pimpinan tersebut masih melihat pegawai yang tidak berdisiplin 
baik, dengan cara menegur atau memberikan sanksi hukuman 
kepada pegawai tersebut. 
5. Pimpinan Biro Bina Mental dan Spiritual juga perlu berlaku adil 
kepada semua pegawai dan memberikan reward bagi pegawai yang 
selalu datang tepat waktu dan disiplin dalam bekerja. Hal ini dapat 
memotivasi semua pegawai agar lebih disiplin lagi.  
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